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ABSTRAK 

 
Haswiah. Implementasi Biaya Lelang di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS 
Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) (Dibimbing 
oleh Damirah dan Abdul Hamid).  

 
Pegadaian adalah BUMN Indonesia yang kegiatan utamanya adalah 

memberikan pinjaman kepada masyarakat atau layanan pinjam meminjam 
berdasarkan undang-undang Gadai. Namun karena informasi tentang tata cara 
pelelangan dan berapa biaya pelelangan yang harus dibayar atau dipotong nasabah 
pada saat menjual barangnya masih sedikit. Karena Pegadaian syariah merupakan 
Lembaga keuangan non bank yang menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip islam. 
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi 
biaya lelang di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang serta 
ditinjau dalam analisis manajemen Keuangan Syariahnya. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus yang dilakukan di kantor Pegadaian Syariah UPS Jampue. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, penyajian 
data, Reduksi kata, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan 1) Bahwa Implementasi Biaya Lelang di kantor 
PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue ini berasal dari hasil penjualan marhun 
di distribusikan untuk uang pinjaman, jasa simpan, dan biaya lelang. Biaya lelang ini 
terdiri dari 1% untuk bea lelang penjual, 1% untuk bea lelang pembeli. Serta praktik 
gadai yang terjadi telah memenuhi tiga unsur Implementasi. 2) Mekanisme 
Pelelangan Jaminan Gadai di PT. pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten 
Pinrang dimana pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. Marhun yang telah 
jatuh tempo dan tidak ditebus rahin oleh pihak murtahin (pegadaian syariah) akan 
dijual. 3) Berdasarkan analisis Manajemen Keuangan Syariah, Kantor PT. Pegadaian 
Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang telah memenuhi prinsip manajemen 
keuangan syariah dalam melakukan proses pelelangan. Penegakan prinsip keadilan, 
baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang dan pembagian keuntungan. serta 
dari segi aktivitasnya  telah berdasarkan aktivitas manajemen keuangan syariah. 

Kata kunci : Implementasi, Lelang, Manajemen Keuangan syariah. 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda. 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin: 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ز

 Tha Th te dan ha ز

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De ز

 Dhal Dh de dan ha ش

 Ra R Er ط

 Zai Z Zet ظ
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 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

   ain  ع
koma terbalik ke 

atas 

 Gain G Ge ؽ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ي

ْ Wau W We 

َ Ha H Ha 

 Hamzah   Apostrof ء
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ٕ Ya Y Ye 

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa  i eri tan a 

apapun. Jika ter etak  i tenga  atau  i ak ir   itu is  engan tan a (   ). 

2. Vokal  

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ْٖ۔َ  fathah dan ya Ai a dan i 

ْْ۔َ  fathah dan wau Au a dan u 

Contoh: 

 kaifa : كَْ٘فَ

 ḥaula : حَْْلَ
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf 

dan Tanda 
Nama 

ٔ۔َا / ۔َ  

fathah dan alif 

atau 

ya 

Ā 
a dan garis di 

atas 

ٖ٘ـِ   kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

 ْ٘ ُ  dammah dan wau Ū ـ
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 māta : هَاخَ 

 ramā : طَ هَی

 qī a :   قِْ٘لَ

 yamūtu : ٘هَُّْدُ

4. TaMarbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, 

transliterasinya adalah [t]. 

b. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah[h]. 
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Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h). 

Contoh: 

 ّْ ضَحُ الذٌََّحِضَ  : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah 

ل٘فَاضِاَحِال٘وَسٌِْ٘حُ اَ   : al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah 

 al-hikmah :  الَ٘حكِوَْح

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 Rabbanā : ضتٌَََّا

 Najjainā : ٌَرٌََّْ٘ا

ُ  al-haqq : الَ٘حَقّ

 al-hajj : الَ٘حَدُّ

 nuʻʻima : ٌُؼَّنَ

ٌ  ʻaduwwun : ػسَُّْ

Jika huruf ٓbertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf 

kasrah ( ِ۔۔  ّٖ  ) maka ialitransliterasi seperti huruf maddah (i). 

 Contoh: 

ٌ  ʻAra i ( ukan ʻAra iyy atau ʻAra y) : ػضََتِّٖ

 ʻA i ( ukan ʻA yy atau ʻA y) : ػلٌَِّٖ

6. KataSandang 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‟arifah)لا

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkandengangaris mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشوَسُْ

لحَُظَ ل٘ظَّ لاَ   : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

لفلَس٘فَحَُا  : al-falsafah 

لث٘لآِسُا  : al-bilādu 

7. Hamzah 

Aturan trans iterasi  uru   am a  men a i apostro  (  )  anya  er aku  agi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak 

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

ىَ رأَوطُُْْ  : ta‟murūna 

ءُ الٌَّ ّْ  : al-nau‟ 

ءٌ شَْٖ  : syai‟un 

وطِدُْٲ  : Umirtu 

8. Kata Arab yang lazimdigunakandalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan 
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bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an 

(dar Qur‟an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī ẓilāl al-qur‟an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi „umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

9. Lafẓ al-Jalalah ) اللَّ (    

Kata “A  a ” yang  i a u ui partike  seperti  uru   ar  an  uru   ainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

 billah تِاللَِّ  Dīnullah سِ٘يْاُللَِّ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

للَُُِّمْفِٖطحَوْحَِا  Hum  ī ra mati  ā  

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan 

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
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ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebutmenggunakan huruf kapital (Al-). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi„a linnāsi lalladhī  bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‟an Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta„āla 

saw. = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al- sallām 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 
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l. = Lahir tahun 

w. = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS 

I ra īm/ …  ayat 4 

HR = Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحح = ص

 تسْي وكاي = زّ

 صلٔالله ػلَ٘ ْسلن = صِؼٔ

 طثؼح = ط

 ثسْيٌاشط = سى

 إلٔآذطُا/إلٔآذطٍ = الد

 جظء = خ

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karena  a am  a asa In onesia kata “e itor”  er aku  aik untuk satu 

atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

et al. : “Dan  ain- ain” atau “ an kawan-kawan” (singkatan  ari et alia). 

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. 

(“ an kawan-kawan”) yang  itu is  engan  uru   iasa/tegak. 

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya 

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya. 
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Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan katajuz. 

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah 

berkala seperti jurnal, majalah, dansebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama yang tidak hanya berbicara menggunakan korelasi 

makhluk dengan tuhan-Nya tetapi juga menjadi kepercayaan yang secara universal 

membahas segala aspek dalam kehidupan manusia. menjadi mahluk sosial, manusia 

tidak mampu lepas dari korelasi dengan manusia lain. 

Gadai atau Rahn merupakan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi  

pinjaman sebagai jaminan. Hal ini memberikan jaminan bahwa pihak yang 

memperoleh jaminan untuk bisa mengambil kembali seluruh atau sebagian 

piutangnya. Praktik rahn ini perlu memenuhi sekurang-kurangnya rukun selanjutnya 

yang diikuti pemenuhan kondisi. Kaidah fiqh mengatur wajibnya pemenuhan rukun 

serta syarat menjadi tolak ukur legal atau tidaknya sesuatu. 

Pegadaian merupakan salah satu Badan usaha milik Negara (BUMN) selaku 

lembaga keuangan bukan bank yang salah satu kegiatan usahanya merupakan 

menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. 

Sebagaimana  dalam kitab   undang-undang hukum perdata pasal 1150, mengatur 

debitur untuk menyerahkan harga bergeraknya  sebagai jaminan  pada kreditur (pihak 

pegadaian), disertai pemberian hak pada pegadaian untuk melakukan penjualan 

kepada (lelang) atas jaminan tadi, jika batas waktu pemberian kredit telah habis  dan 

peminjam tidak menebus barang jaminannya.
1
 Pegadaian ada sudah sejak masa 

                                                           
1
 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) (Cet. 7; Jakarta: 

Sinar Grafika, 2007), h. 288. 
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penjajahan Belanda di Indonesia yang dikenal dengan Bank Van Leening, kemudian 

banyak mengalami perubahan status. Terakhir kali perubahannya ialah dari bentuk 

badan hukum perusahaan umum (Perum) pegadaian menjadi perusahaan perseroan. 

Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama Bank Syariah 

menggunakan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah. Pegadaian 

Syariah lahir karena adanya tuntutan diluar komponen masyarakat Islam  yang tidak 

menghendaki proses hadiah yang berbau riba. sehingga untuk menjawab itu semua, 

oleh pemerintah dibentuklah pegadaian Syariah yang pada pengamatan hampir sama 

menggunakan proses lahirnya pegadaian Syariah di Indonesia. 

Pegadaian Syariah dalam operasionalnya berpegang pada prinsip Syariah.  

Terbukti dengan adanya fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 

2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang 

sebagai barang jaminan utang pada bentuk rahn diperbolehkan, dan fatwa DSN-MUI 

No. 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.
2
 

Pegadaian Syaria  ti ak menerapkan sistem  unga. “Transaksi ga ai  a am 

fiqh Islam disebut ar-rahn”. Ga ai menurut  ukum Is am  ertu uan untuk meno ong 

orang yang membutuhkan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil 

laba yang sebanyak-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. 

Pegadaian syariah akan mendapatkan keuntungan bukan berupa bunga atau 

sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman, tetapi dari biaya sewa tempat 

yang dipungut dari nasabah.
3
 

                                                           
2
 Buchari Alma dan Donni, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta,2009) h. 31. 

3
 Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah, (Jakarta: Media Kita, 2011), h. 147. 
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Daerah Kabupaten Pinrang sendiri, ada beberapa Lembaga keuangan yang 

menawarkan gadai emas, diantaranya yaitu PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS 

Jampue. Sistem gadai yang dilakukan di PT. Pegadaian Syariah  Cabang UPS Jampue 

ini sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang 

sebagai jaminan. Uang pinjaman pun dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak 

lama. Begitupun untuk pelunasan pinjaman, nasabah hanya cukup menyerahkan 

sejumlah uang dan surat bukti gadai dengan waktu dan proses yang juga singkat.  

Operasional pegadaian syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS 

Jampue Kabupaten Pinrang berjalan dengan lancar, namun penulis menemukan hasil 

dari pra survey mengenai penetapan dan pelaksanaan untuk menentukan harga atau 

biaya administrasi dan biaya lelang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang 

telah ditetapkan. Artinya ada beberapa pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Akibat 

dari fenomena ini, tentunya akan berimbas pada prinsip kesepakatan (akad) yang di 

abaikan. Mengingat harga dalam Islam adalah harga yang adil maka untuk mencapai 

harga barang yang akan dilelang harus adil. Maka konsep yang dimaksud disini 

adalah segala proses untuk tercapainya pengimplementasian biaya-biaya tersebut dan 

apakah analisis manajemen keuangan syariah ini telah sesuai yang telah diterapkan di 

kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang. 

Praktik gadai yang terjadi dikantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS 

Jampue dilakukan sesuai dua akad, yaitu akad rahn (gadai) sebagai akad utama dan 

akad ijarah (sewa). Adapun jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan 

di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue pada prinsipnya adalah barang 

barang bergerak antara lain yaitu: Barang-barang perhiasan, Barang-barang 
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elektronik, Kendaraan, Barang-barang rumah tangga dan mesin. Barang jaminan 

menjadi objek yang terpenting di pegadaian Syariah sebagai penguat kepercayaan dan 

barang yang bisa dilelang bila sewaktu-waktu nasabah tidak bisa melunasi sisa 

hutang tersebut. 

Lelang dilakukan oleh pegadaian sebagai upaya pengembalian uang pinjaman 

beserta sewa modal atau barang gadai yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang 

ditentukan. Pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang. Akan tetapi dari 

kejadian tersebut terkadang nasabah belom paham tentang prosedur lelang dan berapa 

biaya lelang yang harus dibayar  atau dipotong nasabah ketika barangnya telah laku 

terjual. 

 Uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa mengingat pegadaian syariah 

adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maka perusahaan gadai dengan 

sistem ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di 

Indonesia. Dengan sedikit modifikasi dan disesuaikan dengan ketentuan umum yang 

berlaku, peluang untuk dapat dikembangkangnya pegadaian syariah cukup besar. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS 

Jampue Kabupaten Pinrang, sebagai objek penelitian, karena pegadaian ini juga 

merupakan  kantor Unit yang menerapkan pelelangan dengan sistem penjualan. 

Hasil pada penjelasan di atas, melatarbekangi peneliti untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai Implementasian Biaya Lelang di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS 

Jampue Kabupaten Pinrang serta ditinjau dalam Analisis Manajemen keuangan 

syariahnya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka peneliti menemukan 

beberapa rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya: 

1. Bagaimana implementasi Biaya Lelang di kantor PT. Pegadaian Syariah 

Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang? 

2. Bagaimana mekanisme pelelangan jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah 

Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang ? 

3. Bagaimana analisis manajemen keuangan syariah PT. Pegadaian Syariah 

Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Implementasi Biaya Lelang di kantor PT. Pegadaian 

Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang. 

2. Untuk mengetahui mekanisme pelelangan jaminan gadai pada PT. Pegadaian 

Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang. 

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis manajemen keuangan syariah PT. 

Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan teoritis terkait 

implementasi Biaya Lelang melalui pendekatan Analisis Manajemen Keuangan 

Syariah. Sehingga dapat menambah pengetahuan baik bagi penulis maupun 

masyarakat luas. Serta bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 

berikutnya. 
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2. Secara praktis  

a. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan  terkait dengan 

Biaya Lelang melalui pendekatan Analisis Manajemen Keuangan Syariah. 

Serta sebagai wahana aplikasi ilmu selama di bangku kuliah dan syarat 

terpenuhinya tugas akhir untuk memperoleh gelar S.E. Pada fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. 

b. Bagi Tempat Penelitian, untuk menambah pengetahuan kepada nasabah 

pegadaian syariah itu sendiri serta diharapkan menjadi sarana informasi 

dan dijadikan bahan masukan bagi kantor Pegadaian Syariah. 

c. Bagi mahasiswa FEBI IAIN Parepare diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan informasi. 

d. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan serta 

rujukan dan pedoman untuk memberikan wawasan dan informasi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Peneliti juga menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan topik yang dibahas dan relevan dengan variabel yang peneliti teliti sekarang 

serta sebagai bahan perbandingan untuk penelitiannya. 

1. Gita Lestari A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Parepare, yang berjudul “Sistem Pembayaran Mu‟nah Dalam Pembiayaan 

Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap” dimana hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa pembiayaan amanah ini memiliki mekanisme/prosedur 

yang mudah dengan persyaratan sederhana yang tidak menyulitkan masyarakat 

yang ingin mengajukan pembiayaan amanah. Pegadaian syariah ini juga tidak 

menggunakan sistem bunga melainkan mu‟nah (biaya pemeliharaan) atas barang 

jaminan yang dikenakan kepada nasabah yang telah diatur dalam fatwa DSN-

MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan Rahn 

(al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn) dan segala aktivitas ekonominya telah sesuai 

dengan ketentuan syariat Islam. Adapun perbedaaan dari penelitian ini yaitu pada 

hasil yang ingin ditujuh dimana pada penelitian ini lebih fokus pada produk 

pembiayaan yaitu Amanah sedangkan pada penelitian ini peneliti hanya ingin 

berfokus pada objek  Biaya  lelang pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS 

Jampue Kabupaten Pinrang. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan 
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penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu pada metode penelitiannya yaitu 

metode analisis kualitatif.
4
 

2. Muhammad Adnin Warid, Program Studi Perbankan Syariah,Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, yang berjudul 

“Implementasi Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Pada Pegadaian 

Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu”  imana pene itian ini 

membahas mengenai sistem pelaksanaan lelang, dimana pelaksanaan lelang akan 

dilakukan apabila nasabah tidak bisa membayar hutang pada pihak pegadaian 

syariah maka pihak pegadaian syariah pun akan memberikan dua opsi yaitu yang 

pertama nasabah dapat mengajukan permohonan Kembali untuk melakukan 

perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan cara membayar administrasi, dan 

yang kedua nasabah  mengajukan permohonan kepada pegadaian dengan cara 

tambahan uang pinjaman dikurangi biaya administrasi. Serta mekanisme 

pelelangan benda jaminan gadai ditempat tersebut telah sesuai dengan ketentuan 

fatwa DSN-No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah metode pendekatan kualitatif Deskriptif. Adapun 

perbedaan dari penelitian terdahulu ialah terdapat pada hasil yang ingin ditujuh. 

Dimana pada penelitian tersebut lebih membahas tentang pelaksanaan lelang 

barang jaminan. Sedangkan peneliti yang sekarang ingin mengetahui tentang 

Bagaimana Implementasi Biaya Lelang pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS 

                                                           
4
 Gita Lestari  “ Sistem Pema ayaran Mu’na  Da am Pem iayaan Amana  Pa a Pega aian 

Syariah Cabang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)”, Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam: Parepare (2019). 
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Jampue kabupaten pinrang. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah objek 

yang sama-sama membahas tentan Lelang serta Implementasi nya.
5
 

3. Indri Kurniawan, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Yang berjudul “Pandangan 

Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Pada Pegadaian 

Syariah Cabang H.R.Soebrantas Pekanbaru ”Dimana  asi   ari pene itian ini 

membahas tentang berkembangnya bisnis pelelangan yang menggunakan prinsip 

Syariah dan fenomena yang terjadi saat ini banyak benda jaminan yang tidak 

diambil oleh rahin (sipemilik barang) dan menjadikan beban bagi pegadaian dan 

harus dilakukan pelelangan benda jaminan. Jenis metode yang dipakai dalam 

penelitian ini Dalam penelitian ini peneliti mengunakan metode wawancara 

kepada bagian operasional yang langsung terlibat dalam proses pelelangan benda 

jaminan tersebut. Adapun perbedaan yang dilakukan peneliti terdahulu 

mengunakan metode kualitatif dengan Analisa data deskriptif Sehingga hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa proses pelelangan benda jaminan gadai pada 

pegadaian Syaiah Cabang Soebrantas Pekanbaru lebih baik dan terbuka serta ke 

dua belah pihak diuntungkan dengan mekanisme tersebut. Sedangkan penelitian  

yang sekarang peneliti lebih fokus membahas Biaya Lelang pada kantor PT. 

Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue kabupaten pinrang.
6
 

                                                           
5
 Mu amma  A nin Wari   “ Imp ementasi Le ang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah 

(Stu i pa a Pega aian Syaria  Kantor Ca ang Simpang Sekip)  “ Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam: Bengkulu (2020). 
6
 In ri Kurniawan  “ Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda 

Jamninan Pada Pegadaian Syariah Cabang  H.R. Soebrantas Pekanbaru  “ Skripsi Sarjana : Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum : Riau (2011).  
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4. Raniati Sumagga, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare (STAIN), Yang 

berjudul Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) Terkait Rahn Pada PT Pegadaian (Persero) Unit pelayanan Syariah 

(UPS) Jampue Kabupaten Pinrang. Dimana hasil dari penelitian ini terkait rahn 

meliputi fatwa tentang rahn, rahn emas, al-qard, pembayaan ijarah, pembiayaan 

yang disertai rahn (al-tamwil al mausuq bi al-rahn), dan ganti rugi (ta‟wid) serta 

fatwa yang ketentuan di dalamnya tidak terimplementasi secara menyeluruh pada 

gadai syariah (rahn) PT. Pegadaian (Persero) UPS Jampue. Persamaan yang 

terdapat dalam penelitian Raniati Sumagga dengan peneliti yaitu dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif serta tempat meneliti atau dengan studi kasus 

yang sama pada kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten 

Pinrang. Adapun perbedaan dari penelitian ini ialah dimana pada penelitian 

terdahulu membahas keseseuaian peraturan atau fatwa Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) khususnya dalam gadai syariah (rahn) pada 

PT Pegadaian (persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue. Sedangkan pada 

penelitian ini peneliti lebih berfokus pada Biaya Lelang pada PT. Pegadaian 

Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang.
7
 

 

 

                                                           
7
 Raniati Sumagga ”Imp ementasi Fatwa Dewan Syaria  Nasiona -Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) Terkait Rahn Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue 

Ka upaten Pinrang”  Skripsi Sarjana : Jurusan Syarian dan Ekonomi Islam : Parepare (2017). 



11 

 

 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Teori Implementasi 

a. Implementasi  

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

pelaksanaan atau penerapan
8
. Implementasi menurut Nurdin Usman dalam 

bukunya yaitu suatu aktivitas, aksi tindakan atau mekanisme dalam suatu sistem.  

Implementasi bukan sekedar sebuah aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

telah terencana untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.
9
 Sedangkan Menurut 

Cleaves dalam bukunya Subarsono mengemukakan bahwa, implementasi 

merupakan proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara Langkah 

administrasi dan politik. Keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi dapat 

dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau 

mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.
10

 

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi 

Tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi pengembangan kebijakan 

dalam rangka penyempurnaan suatu program.
11

 

b. Unsur-unsur Implementasi  

1) Proses implementasi program/kebijakan adalah serangkaian aktivitas 

tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan) yang 

meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun 

                                                           
8
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, 

h.548. 
9
 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada,2002), h.70. 
10

 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2008), h.99. 
11

  Hani a  Harsono ”Implementasi kebijakan dan politik ” (Yogyakarta: PT. Pustaka 2002)  

h. 87. 
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operasional yang dilaksanakan guna mewujudkan suatu program atau 

kebiajakan menjadi kenyataan, serta guna mencapai sasaran program 

(kebijakan) yangtelah ditetapkan semula. 

2) Proses implementasi sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau 

 a kan gaga    itin au  ari wu u   asi  yang  icapai  atau “outcomes”  

karena dalam proses tersebut, terlibat berbagai pihak yang pengaruhnya 

dapat bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian sasaran 

program. 

3) Dalam proses implementasi sekarang-kurangnya terdapat tiga unsur yang 

penting dan mutlak yakni: 

a. Adanya program ( atau kebijakan), 

b. Target Groups, 

c. Unsur pelaksana (implementator). 

4) Implementasi program atau kebijaksanaan, tidak mungkin dilaksanakan 

dalam ruang hampa/steril, sehingga factor lingkungan  (fisik, sosial, 

budaya dan politik) dapat mempengaruhi proses implementasi program-

program.
12

 Jadi dapat di simpulkan bahwa Implementasi ialah suatu 

tindakan atau pelaksanaan dari sebuah planning yang sudah disusun 

secara matang serta terperinci. Dimana implementasi umumnya dilakukan 

setelah perencanaan telah diklaim sempurna. 
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 Agus Subianto, Kebijaan Publik, (Surabaya: Briliant, 2020). h. 20-21. 
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2. Teori Lelang 

a. Pengertian Lelang 

 Lelang menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, lelang dapat diartikan 

se agai “pen ua an  i  a apan orang  anyak ( engan tawaran yang atas 

mengatasi)  ipimpin o e  pe a at  e ang”. Kata “ e ang”  iam i   ari kata 

Ba asa  atin  yaitu “auctio”  yang memi iki arti peningkatan secara  erta ap. 

 Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan 

secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum 

dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar 

menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka 

umum.
13

 

 Lelang adalah penjualan barang secara umum, termasuk melalui media 

elektronik, dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat 

atau harga yang semakin menurun atau dengan penawaran harga yang secara 

tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.
14

 Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa lelang adalah suatu bentuk penjualan umum 

barang kepada penawar tertinggi. Namun, penjual memutusakan siapa yang 

berhak membeli dan siapa yang menawarkan serta menyatakan harga tertinggi. 

Sehingga terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mengambil 

barang dari penjual. 
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 Aiyu  A ma  ”Fikih Lelang Persfektif Hukum Islam dan Hukum Positif”  (Jakarta: 

Kiswah,2004), h.3. 
14

 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002. 
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b. Dasar Hukum Lelang 

Jual beli lelang (muzayyadah) dalam hukum Islam adalag mubah. 

Di a am kita  su u us sa am  ise utkan I nu A  i Dar  erkata “sesunggu nya 

tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga 

dengan kesepakatan diantara semua pihak.
15

 

Lelang dapat disamakan dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan 

pembeli. Di dalam Al-Qur’an ti ak a a aturan pasti yang mengatur tentang 

lelang, Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat 

yang hadir dalam pelelangan sebagai pihak pembeli. Jual beli lelang termasuk 

dalam Al- Qur’an surat A -Baqarah ayat 275: 

 

ىَ الاَِّ كَوَا  ْْ هُ ْْ تْٰا لاَ ٗقَُ ىَ الطِّ ْْ ْٗيَ ٗأَكُْلُ نُْ الََّصِ ْ٘طٰيُ هِيَ الْوَسِِّّۗ شٰلكَِ تاًََِِّ ْٕ ٗرَرََثَّطَُُ الشَّ مُ الَّصِ ْْ ٗقَُ

ػِظَحٌ هِّ  ْْ ٍٗ هَ تْٰاِّۗ فوََيْ جَاۤءَ مَ الطِّ حَطَّ َّ ْ٘غَ  ُ الْثَ
احََلَّ اّللهٰ َّ تْٰاۘ  ْ٘غُ هِثْلُ الطِّ ا اًَِّوَا الْثَ ْْْٓ ٔ قاَلُ ِٰ ًْرَ َ  فاَ تِّ يْ ضَّ

 ْٓ ٍٗ اهَْطُ َّ َٗ هَا سَلفََِّۗ  ىَ  فلََ ّْ ِْ٘اَ ذٰلسُِ ى ِكَ اصَْحٰةُ الٌَّاضِ ۚ ُنُْ فِ
ۤ
هَيْ ػَازَ فاَُّلٰ َّ  ِّۗ ِ

 .الَِٔ اّللهٰ

Terjemahnya: 

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat 
berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena 
kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa 
jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya 
peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti 
sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi 
riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

16
 

 
 

                                                           
15

 Imam Ash-S an’ani  Subulus Salam, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah 1995), h.24. 
16

 Kementerian Agama RI, Qur‟an Kemenag in Word Terjemahan Kemenag 2019, 

(Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah/2 : 275. 
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Ayat diatas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. 

Ayat tersebut menolak kaum musryikin yang menentang disyariatkannya 

jual beli dalam Al-qur’an. Dimana kaum musryikin ti ak mengakui 

konsep jual beli yang telah diyariatkan oleh Allah SWT. Dalam Al-qur’an 

dan menganggapnya identik atau sama dengan sistem ribawi. Untuk itu 

Allah SWT. Mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, 

serta menolak dan melarang konsep ribawi . sistem lelang tetap berlaku di 

pegadaian syariah bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak  mampu 

membayar utangnya setelah jatuh tempo. Barang berharga yang 

dijaminkan dapat ditebus Kembali oleh masyarakat yang menggadaikan. 

Namun jika dalam kondisi masyarakat tidak mampu untuk menebus 

barang yang digadaikan, maka pihak penerima gadai berhak untuk 

melakukan  pelelangan atas barang gadai tersebut. Sebagai umat Islam dan 

Lembaga yang berlandaskan hukum Islam, proses pelelangan harus juga 

sesuai dengan syariat Islam. Lelang sesuai syariah juga harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara syariat Islam yaitu bebas dri unsur gharar, 

riba, dan bathil. Pengertian lelang secara syariah adalah proses penjuala 

marhun sebagaimana dijelaskan menurut fatwa DSN no.25/DSNMUI/III-

2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang 

barang dan penjualan marhun. 

1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkn rahin untuk 

segera melunasi utangnya, 
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2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya,maka marhun 

dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah (DSN 

2002).
17

 

3) Rukun dan Syarat Lelang 

Pembahasan sebelumnya bahwa lelang dapat diqiaskan dengan jual 

beli maka lelang memiliki kesamaan  dengan jual beli dalam  dalam hal  

syarat dan rukunnya agar akad yang dilakukan sah. Adapun syarat dan rukun 

dalam jual beli adalah sebagai berikut: 

1) Rukun Lelang 

a) Ba‟I (penjual 

b) Mustari (pembeli) 

c) Shigat (ijab dan qabul) 

d) Ma‟qud alaih (benda atau barang). 

2) Syarat Lelang  

a) Dilakukan oleh yang cakap hukum atas dasar saling sukarela 

b) Objek lelang harus halal dan bermanfaat 

c) Kepemilikan/ kuasa penuh pada barang yang dijual 

d) Kejelasan dan transparansi barang yang ingin dilelang tanpa adanya 

manipulasi 

e) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual 

f)  Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi 

menimbulkan perselisihan 
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 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25 Tahun 2002 tentang Rahn. 
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g) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap 

untuk memenangkan tawaran.
18

 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan 

adalah sebagai berikut: 

a) Bukti diri pemohon Lelang 

b) Bukti atas kepemilikan barang 

c) Keadaan fisik barang  

3) Proses Pelelangan Barang 

Pelelangan dilakukan oleh pihak pegadaian setelah memberitahukan 

kepada Rahiin paling lambat 5 (lima hari) sebelum tanggal penjualan. 

Pemberitahuan tersebut dapat melalui via telepon dan lainnya. Pelelangan yang 

dimaksud mempunyai ketentuan sebagai berikut: 

a) Ditetapkan harga barang oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan 

margin 2% untuk pembeli.  

b) Harga penawar yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan 

karena dapat menyebabkan kerugian bagi rahin.  Karena itu, pihak 

pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa 

orang pembeli.  

c) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, 

biaya pinjaman  4 (empat) bulan, dan sisanya dikembalikan kepada rahin. 

d) Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh 

pihak pegadaian kepada baitul mal.
19
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  Rac mat Sya e‟i  Fiqih Mu‟amalat, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 76. 
19
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3. Teori Manajemen Keuangan Syariah 

a. Definisi Manajemen Keuangan Syariah 

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idarah. Idarah diambil 

dari perkataan adartasy-syai atau perkataan adarta bihi juga dapat didasrkan 

pada kata ad-dauran. Pengamat Bahasa menilai pengambilan kata yang kedua, 

yaitu adarta bihi. Oleh karena itu, dalam Elias Modern Dictionary English 

Arabic kata management (inggris), sepadan dengan kata tabdir, idarah, siyasah, 

dan qiyadah dalam Bahasa Arab. Dalam Al-Qur’an  tema-tema tersebut hanya 

ditemui tema tabdir dalam berbagai derivasinya. Tabdir adalah manajemen 

keuangan syari’a    entuk Masdar dari kata kerja dabbara, dabbiru, tabdiran. 

Tabdir berarti  penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan 

persiapan. Manjemen keuangan merupakan keseluruhan kegiatan perusahaan 

yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan 

dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta 

usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.
20

 Manajemen 

keuangan berbicara tentang cara mempergunakan dan menempatkan dana yang 

ada. Manajemen keuangan memiliki tiga kegiatan utama, yaitu:
21

 

1) Perolehan dana, yaitu aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber 

dana, baik berasal dari internal perusahaan maupun bersumber dari 

eksternal perusahaan; 

                                                           
20

 Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat, (Yogyakarta: 

BPFE,2001), h.3. 
21

 Lukas Setia Atmaja, Manajemen Keuangan, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi,1990), h.1. 
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2) Penggunaan dana, suatu kegiatan dalam menggunakan atau 

menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk asset; 

3) Pengelolaan asset (aktiva), yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dana 

diperoleh dan telah diinvestasikan atau dialokasikan kedalam bentuk asset 

(aktiva), dana harus dikelola secara dan efisien. 

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas, secara implisit dapat diketahui 

bahwa hakikat manajemen yang terkandung dalam Al-Qur’an a a a  

merenungkan atau memandang kedepan suatu urusan (persoalan) agar 

persoalan itu terpuji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakikat tersebut 

diperlukan adanya pengaturan denga cara yang bijaksana.
22

 

b. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah 

Fungsi Mana emen Syari’a   a am konteks Is am  mana emen memi iki 

unsur-usur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. 

Hal ini telah tertuang dalam Al-Qur’an  an A -Hadits sebagai falsafah hidup 

manusia.
23

 

1) Fungsi perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama, artinya 

seluruh fungsi sangat bergatung pada perencanaan. Manajer yang 

membuat prencanaan bisnis dengan baik merupakan sebuah strategis 

dapat memberikan ide menyeluruh sehingga seorang manajer dapat 

membuat program kerja jangka Panjang untuk menentukan arah 

pengelolaan masa depan. Proses perencanaan ini adalah proses yang 

menyangkut upaya untuk : 

                                                           
22

  Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah,( Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.2. 
23

 Sadono Sukirno, Pengantar Bisnis, Jakarta: Kencana, 2006, h.3. 
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a) Menentkan tujuan yang akan dicapai pada masa mendatang; 

b) Merumuskan Tindakan-tindakan yang perlu dijalankan agar tujuan 

yang telah ditentuka tercapai; 

c) Menentukan dana yang diperlukan dan factor-faktor produksi lain 

yang akan digunakan.
24

 

2) Fungsi pengorganisasian perlu merumuskan Tindakan-tindaan yang 

akan diaankan untuk mewujudkan berbgai tujuan tersebut. Ajaran 

Islam adalah ajaran yag mendorong umatnya untuk segala sesuatu 

secara terorganisasi dengan rapi.  

3) Fungsi kepemimpinan ada beberapa istilah yang merujuk pada 

pengertian kepemimpinan, yaitu umara yang disebut juga dengan ulul 

amri. Ulil amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah 

untuk mengurus urusan orang lain..
25

 

4) Fungsi pengawasan falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam 

muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, Amanah, dan 

keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan 

Amanah yang diembannnya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk 

amanah yang harus dijalankan.
26

 

c. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Syariah 

Manajemen keuangan syariah adalah suatu pengelolaan untuk 

memeproleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah SWT. Oleh 

                                                           
24

 Dadang Husen Sobana, Manajemen Keuangan Syariah,(Bandung: Penerbit Cv Pustaka 

Setia, Oktober, 2017). h.3. 
25

  Dadang Husen Sobana, Manajemen Keuangan Syariah, h.118. 
26

 Dadang Husen Sobana, Manajemen Keuangan Syariah.. h.182. 
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sebab itu, segala Langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen 

tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah SWT. Aturan-aturan itu tertuang 

dalam Al-Qur’an  an A -Ha its. Ruang  ingkup mana emen keuangan syari’a  

sesungguhnya sangatlah luas, antara lain mencakup hal-hal berikut. 

1) Mana emen keuangan syari’a   ari segi aktivitasnya me iputi; 

a) Aktivitas perolehan dana setiap upaya dalam memperoleh harta 

semestinya memerhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah, seperti 

mudharabahah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, sharf, 

dan lain-lain. 

b) Aktivitas perolehan Aktivitas dalam hal ingin menginvestasikan uang 

juga harus memerhatikan prinsip-prinsip “uang se agai a at tukar  ukan 

sebgai komoditas yang seperti bank syariah dan reksadana syariah. 

c) Aktivitas penggunaan Dana Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-

hal yang dilarang seperti memebeli barang konsumtif dan sebagainya. 

Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.
27

 

2) Manajemen keuangan syariah dari segi lembaganya, meliputi sebagai 

berikut; 

a) Lembaga keuangan Bank keuangan bank merupakan Lembaga yang 

memberikan jasa keuangan yang lengkap, Lembaga keuangan bank 

secara operasional dibina atau diawasi oleh bank Indonesia sebagai bank 

sentral di indonessia. Adapun pembinaan dan pengawasan dari sisi 

                                                           
27

 Dadang Husen Sobana, Manajemen Keuangan Syariah, h.28.  
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pemenuhan prinsip-prinsip syariahdilakukan oleh Dewan Syariah 

Nasional MUI Lembaga keuangan bank terdiri atas berikut ini: 

(1) Bank umum syariah merupakan bank syariah yang dalam 

kegiatannya  memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

(2) Bank pembiayaan rakyat syariah berfungsi sebagai pelaksana 

Sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan 

berlandasan prinsip-prinsip syariah. Pada sistem konvensional 

dengan bank perkreditan rakyat. Bank pembiayaan rakyat syariah 

merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di 

kecamatan dan pedesaan.
28

 

b) Lembaga keuangan Non-Bank Lembaga keuangan Non-Bank merupakan 

Lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari Lembaga keuangan 

bank. Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip 

syariah dilakukan oleh dewan syariah nasional MUI. Lembaga keuangan 

syariah non-bank antara lain sebagai berikut: 

(1) Pasar modal merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi 

antara pencari dana (emiten) dan para penanam modal (investor). 

Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti 

saham dan obligasi, artinya jika diukur dari waktunya modal yang 

diperjualbelikan adalah modal jangka panjag. Diramaikan dengan 

pasar modal syariah yang diremiskan pada tanggal 14 maret 2003 

dengan berbagai aturan pelaksanaan yang secara operasional diawasi 
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oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur 

oleh DSN-MUI.  

(2) Pasar uang syariah juga telah hadir melalui kebijakan operasi 

moneter syariah dengan instrument, antara lain setifikikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS), pasar uang antar Bank (IMA) yang 

operasionalnya diatur oleh BI, sedangkan pemenuhan prinsip 

syariahnya diatur oleh DSN MUI. 

(3) Asuransi syariah (ta‟min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha 

saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah pihak/ 

orang melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru’ yang 

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu  

melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah artinya tidak 

mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm 

(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. 

Perusahaan asuransi syariah, reasuransi syariah dan broken asuransi 

dan reasuransi syariah telah ikut memarakkan usaha perasuransian di 

Indonesia.
29

  

(4) Dana pensiun merupakan  kegiatan mengelola dana pensiun dari 

pemberi kerja. Dana pensiun dihimpun melalui iuran potongan gaji 

karyawan. Setelah itu dana yang terkumpul oleh dana pensiun 

diusahakan lagi dengan menginvestasikannya ke berbagai sektor 

yang menguntungkan. Perusahaan yang mengelola dana pensiun 
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dapat dilakukan oleh bank atau lainnya. Dana pensiun syariah di 

Indonesia, baru hadir dalam bentuk dana pensiun Lembaga keuangan 

yang diselenggarakan oleh beberapa DPLK bank dan asuransi 

syariah.  

(5) Modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan yang 

usahanya mengandung risisko tinggi. Jenis ini relatif masih baru di 

Indonesia. Usahaanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa 

jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh Lembaga keuangan 

lainnya. Modal ventura syariah menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

c) Lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan Lembaga 

keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan 

yang termasuk dalam bidang usaha. Lembaga pembiayaan mencakup 

sebagai berikut:
30

 

(1) Lembaga sewa guna usaha (leasing) sewa guna usaha (leasing) 

syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk peneyediaan 

barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan opsi (finance 

lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) 

untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lesse) selama jangka 

waktu tertentu berdasarkan pembayaran ansuran sesuai dengan 

prinsip syariah. 
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(2) Perusahaan anjak piutang (factoring) anjak piutang syariah adalah 

kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan 

berikut pengurusn atas piutang sesuai dengan prinsip syariah. Anjak 

piutang (factoring) dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujrah, 

yaitu pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al-muwakkil) kepaa pihak 

lain (al-wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan 

pemberian keuntungan (ujrah).  

(3) Kartu plastik salah satu kegiatan sistem pembayaran syariah yang 

saat ini telah berkembang pesat adalah alat pembayaran dengan 

menggunaan kartu (APMK) atau disebut pula dengan kartu plastik. 

Alat pembayaran menggunakan kartu, baik menggunakan kartu 

kredit, ATM, kartu debit, kartu prabayar sebagai produk bank atau 

Lembaga keuangan nonbank disebut juga dengan kartu plastik.  

(4) Pembiayaan kosumen (consumer finance) pembiayaan konsumen 

syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang 

berdasarkan kebutuhn konsumen dengan pembayaran secara 

angsuran sesuai dengan prinsip syariah.
31

 

(5) Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang 

pada prinsip syariah. Pinjaman dengan menggadaikan barang 

sebagai jaminan utang dilakukan dalam bentuk rahn. Pegadaian 

syariah hadir di Indonesia dalam bentuk Kerjasama bank syariah 

dengan perum pegadaian membentuk unit layanan Gadai Syariah di 
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beberapa kota di Indonesia. Disamping itu, ada pula bank syariah 

yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri. 

d) Lembaga keuangan syariah mikro 

(1) Lembaga pengelola zakat (BAZ dan LAZ) melalui BAZ dan LAZ 

diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada 

sebuah Lembaga resmi dan dapat disalurkan secara lebih optimal.  

(2) Lembaga pengelola wakaf peningkatan peran wakaf sebagai pranata 

keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana 

ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang 

berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu 

dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.  

(3) BMT merupakan kependekan kata Balai usaha Mandiri Terpadu atau 

Baitul mal wat Tamwil, yaitu Lembaga keuangan mikro (LKM) yang 

beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Baitul mal wat Tamwil 

(BMT), yaitu balai usaha terpadu yang isi nya berintikan bayt almal 

wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usah produktif 

dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi 

pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan 

menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
32
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d. Prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keuangan Syariah 

Manajemen syariah sebagai suatu ilmu, aktifitas dan seni dalam mengelola 

bisnis memiliki prinsip-prinsip pokok. Prinsip tersebut mengikat secara yuridis 

tertuang dalam beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) sebagai landasan praktis yang harus dipedomani. 

Menurut Sobana, kerangka dasar sistem keuangan syariah adalah 

seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, 

mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Syariat 

berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan penjelasan serta 

tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. (lebih dikenal dengan 

sunnah). Prinsip-prinsip dalam manajemen syariah yakni sebagai berikut:
33

 

a) Larangan bunga 

Bunga menjadi hukum yang terlarang sebab bunga dalam hal ini adalah 

riba, sedangkan riba sebagaimana dalam istilah secara harfiah berarti 

“ke e i an”  an  ita sirkan se agai “peningkatan mo a  yang ti ak  isa 

 i enarkan  a am pin aman ataupun pen ua an” a a a  a aran pokok  ari 

sistem keuangan syari’a . Le i  tepatnya  semua tingkat pengem a ian 

positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu 

dan jumlah pokok pinjaman (yaitu, yang dijamin tanpa memedulikan 

kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang.  
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b) Uang sebagai modal potensial 

Uang diperlakukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya 

hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan 

kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika 

uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial.  

c) Berbagi risiko  

Disebabkan karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai 

investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha 

berbagi risiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi 

keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko simetris 

yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat. 

d) Larangan perilaku spekulatif 

Sistem keuangan syariah melarang penimbunan dan transaksi yang 

melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian, dan risiko.  

e) Kesucian kontrak  

Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi 

sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dari 

informasi yang tidak merata dan risiko moral.  

f) Aktivitas sesuai syariat  

Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang 

memenuhi syarat untuk investasi.  

 



29 

 

 

 

g) Keadilan sosial.
34

 

Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan 

eksploitasi adalah dilarang. Karena Islam mengajurkan setiap Muslim 

melakukan transaksi yang adil bagi banyak orang.
35 

C. Tinjauan Konseptual 

Fokus penelitian yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu Implementasi 

Biaya Administrasi Dan Biaya Lelang Di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS 

Jampue (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) dan untuk menghindari multitafsir 

atau kesalahpahaman dalam memahami judul, berdasarkan kesimpulan di atas  maka 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan suatu kebijakan menjadi 

Tindakan dari kebijakan politik kedalam administrasi pengembangan kebijakan 

dalam rangka penyempurnaan suatu program.
36

 Jadi dapat di simpulkan bahwa 

Implementasi ialah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah planning yang 

sudah disusun secara matang serta terperinci.  

2.  Lelang adalah penjualan barang diahadapan banyak orang  dengan tawar-

menawar,  dimana tawaran tertinggi dalah pemenang.
37

 Lelang merupakan salah 

satu upaya eksekusi terhadap barang jaminan gadai yang juga dilakukan oleh 
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pegadaian syariah. Lelang dilaksanakan apabila rahin tidak dapat melunasi 

hutangnya sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut. 

3. Manajemen keuangan Syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh 

hasil optimal yang bermuara pada kegridaan Allah SWT. Oleh sebab itu, segala 

Langkah yang diambil dalam menjalankan manajmen tersebut harus 

berdasarkan aturan-aturan Allah SWT. Dimana aturan-aturan itu tertian itu 

dalam Al-Qur’an  an A -Hadits.
38

 Manajemen keuangan syariah adalah 

pengelolaan dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan mulai dari sisi cara 

memperolehnya, profesinya, sampai dengan cara perbelanjaan dan 

mengalokasikan dijalankan dengan sesuai prinsip syariah Agama Islam. 
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D. Kerangka Pikir 

Kerangka konseptual merupakan alur dalam kegiatan penelitian ini, dan berguna 

sebagai pedoman dalam melangkah dan menentukan hasil atau keputusan, 

berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah, maka berikut ini kerangka 

berpikir yang telah di susun oleh penulis:  

 

    

   

 

 

 

      

   

 

 

 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 

 

Gambar 2.1 di atas memberikan informasi mengenai alur dari proses kegiatan 

penelitian ini, dimana dalam penelitian membutukan sebuah kerangka konseptual 
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Cabang UPS Jampue 
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yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengembilan keputusan. Terlebih dalam 

penelitian, proses penyusunan konseptual diawali dengan proses cara berfikir, sebagai 

dasar dan rukun dalam kegiatan penulisan karya tulis ilmiah. Secara normatif, 

kegiatan penelitian ini, memganalisa bagaimana implementasi biaya lelang pada PT. 

Pegadaian Syariah. Dimana dasar dari penelitian ini terletak pada Al-Quran Dan 

Hadist dan diinterpretasikan melalui studi teoris dan studi empirik, yang mana elemen 

ini diregulasikan serta dielaborasi, guna memperoleh sudut pandang yang lebih 

kompetitif, dan objektif. 

Secara normatif, Al-Quran dan Hadist merupakan hal fundamental sisi 

keilmuan, kemudian memiliki keterkaitan mengenai subjek dalam penelitian ini. 

Secara literatur studi teoritik dan studi empirik juga memiliki keterkaitan dengan 

subjek peneilitan ini. Pada dasarnya suatu penelitian harus taat pada aturan- aturan 

kaidah keilmuan, dengan menganalisa secara objektif hal-hal apa saja yang memiliki 

keterkaitan pada suatu penelitian. Sebagai makhluk yang beragama, tentunya 

elaborasi menjadi salah satu upaya dalam membuktian kekuasaan Allah SWT, 

sebagai zat yang memiliki ketidakterbatasan ilmu. Kemudian hasil dari elaborasi 

terjabarkan melalui rumusan masalah, dan tujuan penelitian ini. Sert  hal ini dapat 

menjadi penunjang dalam nuansa ilmu metode kualitatif, dan menjadi pertimbangan 

pengajuan skripsi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada 

pedoman penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN 

Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian 

dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik 

pengumpulan data dan analisis data.
39

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif yaitu, metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan 

menganalisi data-data berupa kata-kata (lisan maupun tulsisan) dan perbuatan-

perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau 

mengkualifikasikan data kualitatif yang diperoleh dengan demikian tidak menganlisis 

angka-angka.
40

 Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang 

Implementasi Biaya Lelang di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS 

Jampue yang beralamat di Abbanuang Desa Lerang Kecamatan Lanrisang 

Kabupaten Pinrang. 

2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih selama 2 (Dua) bulan 

terhitung yang memuat kegiatan pelaksanaan pengumpulan data (analisis data) 

setelah diterbitkannya surat penelitian dari fakultas. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui 

penelitian. Fokus penelitian ini akan berguna dalam memberikan arah kepada peneliti 

selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, untuk membedakan 

antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui Biaya 

Lelang di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue; Analisis Manajemen 

Keuangan Syariah. 

D. Jenis Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis dan sumber data yang 

memperkuat hasil dari penelitian, yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab sejumlah risetnya secara khusus.
41

 Dalam penelitian ini lansung 
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bersumber dari karyawan kantor pegadaian cabang UPS Jampue yang berjumlah 

dua orang, terdiri dari seorang pengelola sekaligus sebagai penaksir dan seorang 

pendukung administrasi dan pembayaran (kasir) serta informan lainnya dan 

beberapa nasabah yang bertransaksi rahn. Data primer disebut juga sebagai data 

asli. Dalam hal ini peneliti harus mengumpulkannya secara lansung. Teknik 

pengumpulan data yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

primer antara lain Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tangan orang kedua. Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh secara tidak lansung atau tidak melalui subjek penelitian. 

Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data yang telah tersedia 

sebelumnya. Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah data 

yang telah dipublikasikan dalam internet, atau sumber bacaan lainnya.
42

 Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari beberapa sumber seperti 

Buku,Laporan Jurnal,penelitian terdahulu yang berkaitan dan lain-lain.  

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahatan Data 

Setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran. Mengumpulkan data 

merupakan Langkah dalam mengambil sebuah sampel penelitian pengumpulan data 

menjadi satu fase yang sangat penting bagi penelitian bermutu.
43

 Teknik yang 

digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik 
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penelitian lapangan (Field research): teknik penelitian ini dilakukan denan cara 

peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-

data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang 

digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat 

teknis, yakni sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan lansung dan pencatatan 

dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.
44

 Dalam observasi ini 

bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dan data lapangan terkait penerapan 

Implementasi Biaya Administrasi dan Biaya Lelang. Adapun objek yang menjadi 

fokus observasi adalah di PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue. Pengertian 

lain mengenai teknik observasi adalah cara menganalisa dan mengadakan 

pencatatan seacara sistematis dengan melihat atau mengamati seacra lansung 

keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 

permasalahan yang diteliti. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.
45

 

Wawancara dapat diartikan juga sebagai proses memperoleh keterangan dengan 

cara tanya jawab sambal bertatap muka antara pewawancara dengan orang-rang 
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yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang kongkrit terkait dengan 

permasalahan yang diteliti.
46

 Pada proses wawancara yang menjadi objek adalah 

Karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue  yang terdiri dari Pengelola 

sekaligus sebagai penaksir, Staff Administrasi dan pembayaran (kasir) serta 

beberapa nasabah yang bertransaksi gadai (rahn) dengan menggunakan kata-kata 

dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada sumber data primer. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh daridokumen-

dokumen dan Pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.
47

 Teknik ini 

dipergunakan untuk mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal penulis 

teliti. Data akan dikumpulkan sebagai bentuk pertanggung jawaban penelitian ini 

baik itu dalam bentuk file data seperti dokumentasi rekaman suara, foto dan data-

data lansung yang diperoleh.  

Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitiaan ini yaitu 

untuk mengumpulkan bukti-bukti atau catatan yang berkaitan dengan penelitian 

terkait biaya administrasi dan biaya lelang di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang 

UPS Jampue. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data berupa dokumentasi foto-

foto saat proses wawancara berlansung dan foto-foto lainnya sebagai pendukung 

hasil penelitian. 
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F. Teknik Keabsahan Data 

1. Perpanjangan pengamatan  

Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan melakukan kegiatan 

terjun lansung kelapangan untuk melihat dan mengetahui kondisi lapangan sampai 

data yang dibutuhkan lengkap, kemudian peneliti akan secara lansung mengecek 

Kembali apakah data yang didapatkan sebelumnya berubah atau tidak setelah data 

yang dibutuhkan lengkap. 

2. Trianggulasi 

Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan 

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.
48

 Trianggulasi 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang bermanfaat dalam sesuatu yang 

lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. 

Trianggulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-

beda dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan tenik wawancara, mendalam 

dan dokumen untuk sumber data yang sama. 

G. Teknik Analisis Data dan Pengolahan Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. 

Dalam mengelola data, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melihat 

aspeaspek objek penelitian. 
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Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak 

memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data adalah pegangan 

bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitattif berlansung selama proses 

pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.
49

 

1. Pengumpulan Data   

Dalam hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian, yaitu kantor PT. 

Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue dengan membawa surat izin secara formal 

karena sebelumnya dari Pegadaian sendiri telah memberikan izin kepada peneliti 

untuk melakukan penelitian. Kemudian peneliti menemui orang-orang yang telah 

ditargetkan sebagai informan. Proses selanjutnya yaitu memulai wawancara dan 

metode dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan dengan lengkap. 

2.  Reduksi Kata  

Mereduksi kata berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi digunakan untuk 

menyederhanakan data yang telah diperoleh untuk memudahkan dalam 

menyimpulkan hasil penelitian.
50

 

3. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajiannya adalah antara lain, berupa teks naratif, matriks, grafik, jarifik dan 

bagan untuk merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi 
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data juga digunakan untuk menyederhanakan data yang diperoleh dengan 

demikian dapat mempermudah penelitian dalam mengambil kesimpulan. 

4. Penarikan Simpulan  

Penarikan Simpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-

data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau 

kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun 

sewaktu-waktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari Ketika temukan bukti-

bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Implementasi Biaya Lelang di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS 

Jampue Kabupaten Pinrang 

Pada bagian ini pembahasan disusun berdasarkan hasil penelitian di unit 

Pegadaian Syariah yang berkaitan dengan implementasi yang dilakukan dalam 

internal kantor Pegadaian syariah Cabang UPS Jampue yang diawali dengan 

pertanyaan apakah sudah ada program atau kebijakan tersendiri yang diterapkan di 

kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang. Pak A. Muh. 

Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku Kepala Pengelola UPS, mengatakan bahwa: 

Program atau kebijakan dalam pegadaian meliputi 1) Adanya persetujuan 

nasabah dalam mengikuti kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan. 2) 

Pegadaian berhak sewaktu-waktu mengadakan perubahan,penambahan, atau 

pembaharuan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku pada setiap jenis 

rekening, produk atau sistem yang digunakan oleh pegadaian yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak erpisahkan dari syarat ketentuan ini. 

Pegadaian akan menginformasikan kepada konsumen paling lambat 30 hari 

kerja sebelum berlakunya pembaharuan terhadap syarat dan ketentuan.
51

 

Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan nasabah 

kantor Pegadaian syariah Cabang UPS Jampue dengan pertanyaan Apakah program 

atau kebijakan yang dilakukan oleh kantor Pegadaian syariah Cabang UPS Jampue 

telah sesuai dengan pelayanan yang diterapkan dengan nasabah. Ibu Rahma Hamzah 

mengatakan:  

Bagi saya untuk program atau kebijakan alhamdulillah sudah terpenuhi 

karena tentunya pihak pegadaian sendiri pastinya meng informasikan 

kepada kami info-info terbaru terkait pembaharuan yg secara tiba-tiba. 

Untuk program yang sering disosialisasikan oleh pihak pegadaian sendiri 
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seperti halnya tabungan emas dimana jika masyarakat atau nasabah 

seperti kami ingin berinvestasi dengan mudah dan cepat maka kami 

disarankan untuk membuka tabungan emas.
52

  

Hasil wawancara di atas meliputi kebijakan dan ketentuan dalam pegadaian 

meliputi: 

1) Persetujuan nasabah dalam kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan di pegadaian 

dari waktu ke waktu, baik yang ada sekarang maupun yang akan dibuat di 

kemudian hari, berkaitan dengan: 

a) Administrasi dan ooperasional pegadaian 

b) Bentuk validasi atau legalisasi yang dilakukan oleh pegadaian atas setiap 

transakasi 

c) Tarif namun tidak terbatas pada biaya sebagaiaman dimaksud pada pasal 10 

syarat dan ketentuan Tabungan Emas 

d) Penawaran imbal hasil atas tabungan emas, karena fungsi pegadaian hanya 

memberikan imbal hasil atas tabungan emas, karena fungsi pegadaian hanya 

menyimpan emas yang dititipkan oleh nasabah sampai nasabah melakukan 

buyback, order cetak emas,transfer, ataupun penutupan rekening berdasarkan 

ketentuan yang berlaku di pegadaian. 

2)  Pegadaian berhak sewaktu-waktu mengadakan perubahan,penambahan, atau 

pembaharuan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku pada setiap jenis 

rekening, produk atau sistem yang digunakan oleh pegadaian yang merupakan satu 

kesatuan yang tidak erpisahkan dari syarat ketentuan ini. Pegadaian akan 

menginformasikan kepada konsumen paling lambat 30 hari kerja sebelum 

berlakunya pembaharuan terhadap syarat dan ketentuan. Apabila nasabah tidak 
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memberikan pendapatnya maka pegadaian menganggap nasabah menyetujui 

pembaharuan yang berlaku. 

Pegadaian dalam mencapai tujuan dan meningkatkan pendapatan serta 

memasarkan suatu produknya tentunya memiliki target. Maka dari itu hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti mengenai target group daripada pegadaian 

dengan pertanyaan Siapa saja yang menjadi target nasabah di kantor Pegadaian 

Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang. Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim 

Alimuddin selaku Kepala Pengelola UPS, mengatakan bahwa: 

Target daripada pegadaian sendiri ialah orang-orang yang ada di sekeliling 

nasabah tersebut, Khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah 

Lanrisang kabupaten Pinrang itu sendiri yang menjadi nasabah di Kantor 

PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue agar nasabah tersebut nantinya 

lebih mudah untuk di dekati karena telah saling mengenal dan lebih 

mempunyai ikatan emosional yang kuat, sehingga lebih memudahkn 

kepercayaaan kami. Selain itu kami juga menargetkan target pasar dari 

nasabah golongan komunitas,instansi,demografi dll.
53

  . 

 Mayoritas penduduk wilayah Kecamatan Lanrisang umunya adalah petani 

dan nelayan maka dari itu target daripada  pegadaian sendiri adalah masayarakat yang 

berada disekitar wilayah tersebut. Sejalan dengan wawancara yang dilaukan peneliti 

dengan pertanyaan apakah Kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue 

sebelumnya pernah melakukan sosialisasi mengenai target atau pemasaran nya. Ibu 

jumarni pun mengatakan bahwa:  

Pegadaian sendiri sebelumnya pernah melakukan sosialisasi kepada 

masayarakat setempat yang mayoritas pekerjaanya petani dan pelaut karena 

Sejak adanya pegadaian syariah cukup memudahkan bagi kami masyarakat 

yang butuh permodalan. Apalagi pegadaian syariah itu pelayanannya  

sangat mudah dan juga murah biaya penitipannya.54 
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Berdasarkan Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut dapat 

dinyatakan bahwa Kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue sudah tentunya 

mengadakan sosialisasi kepada masyarakat wilayah lanrisang untuk memenuhi target 

nasabah nya serta memasarkan produk-produk pembiayaannya kepada masyarakat 

dan diterapkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan modal dengan 

cepat dengan bunga yang lebih rendah.  

Keberadaan barang jaminan pada prinsipnya mengandung unsur untuk 

menjaga barang agar jaminan tidak rusak atau hilang.Terutama pada saat 

pelaksanaan lelang berlansung  belum diketahui secara pasti pihak-pihak yang yang 

menjadi unsur pelaksananya, Maka dari itu hasil wawancara dengan nasabah yang 

dilakukan peneliti dengan pertanyaan Siapa yang menjadi pelaksana atau pihak yang 

bertanggung jawab di kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten 

Pinrang. Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku Kepala Pengelola UPS, 

mengatakan bahwa: 

Yang menjadi unsur pelaksana di kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS 

Jampue Kabupaten Pinrang diantaranya: 1) A. Muh. Nisyah Ibrahim yang 

bertugas sebagai  Pengelola pimpinan UPS Jampue sekaligus penaksir, 2) 

Hera Sahara selaku kasir, 3) Amar Rusdi, Nasruddin,Irfan dan Supriadi 

yang bertugas menjaga keamanan kantor UPS Pegdaian Syariah Jampue. 

Untuk pertanggung jawaban sendiri tentu dilakukan dan dibedakan 

berdasarkan jenis barang jaminan, kemudian besarnya ganti rugi dilakukan 

agar tidak  ada pihak yang dirugikan.  Maka dari itu untuk menghindari hal-

hal yang dapat merugikan nasabah maupun pihak pegadaian, setiap barang 

nasabah yang dijaminkan dipegadaian syariah telah di asuransikan, jadi jika 

terjadi kehilangan atau kerusakan selama masa penitipan, maka sudah 

menjadi tanggug jawab pegadaian.
55
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Hasil wawancara diatas diperoleh Unsur pelaksana dalam pelaksanaan gadai 

terutama lelang sendiri ialah pihak pegadaian sendiri seperti pengelola pimpinan 

kantor sekaligus penaksir Pegadaian Syariah Cabang UPS jampue, kasir dan satpam 

yang bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksaanaan dan pengawasan dari 

penerapan yang ada. Untuk pembayaran ganti rugi pada prinsipnya  telah sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Maka diperlukan itikad baik dari pegadaian syariah 

dalam menafsirkan barang jaminan untuk menghindari barang jaminan yang hilang 

maupun yang rusak. Sejalan dengan wawancara di atas dengan pertanyaan 

Bagaimana penilaian anda mengenai  pelayanan dan tanggung jawab pada pegadaian 

syariah Cabang UPS Jampue. Ibu Nurmiati pun mengatakan bahwa:  

Menurut saya, pelayanan staff disini sangat baik. Karena pelayanan yang 

diberikan staff kepada setiap nasabah sudah cukup ramah karena biasanya 

ada yang masih sibuk dengan HP nya sehingga tidak peka kepada nasabah. 

mereka melayani kami dengan sangat baik sesuai dengan keluhan kami 

sesuai tugas dan tanggung jawab mereka dalam melakukan pelayanan.
56

  

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi  tanggung jawab 

sudah sepenuhnya di serahkan ke kantor PT. Pegadaian Syariah. Jika sewaktu-waktu 

barang gadaian ada yg rusak pun akan diganti oleh pihak Pegadaian sesuai dengan 

jaminan tersebut. Dan untuk pelayanan di kantor PT. Pegadaian Syariah cukup 

memuaskan karena pelayanan mereka cukup ramah dan professional.  

Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya menampung keinginan 

masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai 

Syariat Islam. Dengan demikian Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar 

dengan pengadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Besarnya biaya 
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administrasi yang diberlakukan di Pegadaian Syariah UPS Jampue telah ditentukan 

berdasarkan golongan pinjaman yang diterima nasabah, semakin banyak jumlah 

pinjaman yang didapatkan maka secara otomatis administrasi yang harus dibayarkan 

juga semakin banyak pula. Biaya administrasi ditetapkan dan dibayarkan di awal 

akad pencairan pinjaman sehingga bagi nasabah yang mampu menebus dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan misalnya sistem gadai 4 bulanan maka hanya membayar 

administrasi sekali saja, berbeda halnya dengan nasabah yang tidak mampu menebus 

marhun (barang jaminan) dari barang pembeliang lelang secara kredit tersebut setelah 

masa jatuh tempo maka nasabah harus memperpanjang masa waktu gadai dengan 

membayar kembali administrasi karena pada dasarnya baik perpanjangan, cicilan, 

tebus sebagian sistemnya adalah tebus dan gadai kembali dengan proses sebagaimana 

mestinya. Sejalan dengan hasil wawancara informan berikut dengan pertanyaan 

Berapa biaya golongan marhun barang jaminan gadai yang ditetapkan oleh Pegadaian 

Syariah Cabang UPS Jampue sebelum melakukan pelelangan. Kak Hera Sahara, 

selaku Kasir, mengatakan bahwa:  

Penaksiran barang operasi pegadaian syariah didasarkan pada pembagian 

level tanggung jawab penentuan taksiran. Adapun penggolongan nilai 

taksiran sebagai berikut: 
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Tabel 4.1. Besarnya Nilai Taksiran dan Biaya Administrasi 

 

 

 

 

 

 

 
  

(Sumber Data : Hasil Wawancara Kasir PT. Pegadaian Syariah UPS Jampue 17  September 2022 ) 

Besarnya biaya administrasi didasarkan pada: 

a) Biaya riel yang dikeluarkan, seperti ATK, perlengkapan dan biaya tenaga kerja. 

b) Besarnya ditetapkan pada Surat Edaran (SE) tersendiri. 

c) Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.  

Sedangkan besarnya tarif jasa simpanan pegadaian syariah didasarkan pada: 

a) Nilai taksiran barang yang digadaikan 

b) Jangka waktu gadai ditetapkan 90 hari. Perhitungan tarif jasa simpanan dengan 

kelipatan 10 hari, dimana satu hari dihitung 10 hari. 

c) Tarif jasa simpan per 10 hari.
57

 

Wawancara diatas menunjukkan bahwa besarnya biaya administrasi yang 

diberlakukan di Pegadaian Syariah UPS Jampue telah ditentukan berdasarkan 

golongan pinjaman yang diterima nasabah, semakin banyak jumlah pinjaman yang 
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Golongan Besarnya Taksiran (Rp) Besarnya 

Administrasi (Rp) 

A 50.000 – 500.000 2.500 

B1 
 

 B2 
 

B3 

510.000 – 1.000.000 
 

1.010.000 – 2.500.000 
 

2.550.000 – 5.000.0000 

10.000 
 

20.000 
 

35.000 

C1 
 

 C2 
 

C3 

5.100.000 – 10.000.000 
 

10.00.000 – 15.000.000 
 

15.050.000 – 20.000.000 

50.000 
 

75.000 
 

100.000 

D 20.050.000 – Seterusnya 125.000 
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didapatkan maka secara otomatis administrasi yang harus dibayarkan juga semakin 

banyak pula. Biaya administrasi ditetapkan dan dibayarkan di awal akad pencairan 

pinjaman sehingga bagi nasabah yang mampu menebus dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan misalnya sistem gadai 4 bulanan maka hanya membayar administrasi 

sekali saja, berbeda halnya dengan nasabah yang tidak mampu menebus marhun 

(barang jaminan) dari barang pembeliang lelang secara kredit tersebut setelah masa 

jatuh tempo maka nasabah harus memperpanjang masa waktu gadai dengan 

membayar kembali administrasi karena pada dasarnya baik perpanjangan, cicilan, 

tebus sebagian sistemnya adalah tebus dan gadai kembali dengan proses sebagaimana 

mestinya. Biaya administrasi yang diminta nasabah umunya semua pinjaman adalah 

sama kebutuhan yang diperlukan baik nasabah dengan pinjaman sedikit ataupun 

banyak sekalipun seperti, foto copy identitas nasabah, pembuatan Surat Bukti Rahn 

(SBR), biaya listrik dan lain-lain yang dibutuhkan dalam proses transaksi gadai. 

 Biaya administrasi rahin yang besarnya sesuai dengan besar pinjaman dan 

berdasarkan surat edaran tersendiri, Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan pertanyaan Apakah Implementasi biaya Lelang itu ada dan diterapkan di 

kantor PT. Pegadaian Syariah UPS Jampue. Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin 

selaku Kepala Pengelola UPS, mengatakan bahwa: 

Jadi implementasi mengenai biaya lelang itu tidak ada yang ada hanya 

biaya administrasi berdasarkan golongan dan uang kelebihan setelah 

lelang yang sudah diterapkan oleh pegadaian dan akan dikembalikan 

kepada rahiin setelah barangnya telah laku terjual.
58
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 Sejalan dengan hasil observasi penelitian, Besarnya pinjaman dari pegadaian 

syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang 

akan digadaikan. Barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksirkan oleh 

petugas penaksir untuk mengetahui nilai dari barang tersebut. Barang gadai 

ditafsirkan atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang 

dan lain sebagainya.  

 Penetapan dari penggolongan nilai taksiran di Pegadaian Syariah. berikut  

hasil wawancara dengan pertanyaan Apakah pegadaian syariah mempunyai standar 

atau penetapan harga barang yang akan dilelang. Kak Hera Sahara, selaku Kasir, 

mengatakan bahwa:  

 Ya, ada penetapan atau patokan harga yang ditentukan perusahaan yang 

tiap hari kadang ada perubahan.
59

 

         Patokan atau Penetapan harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah 

Jampue ini sewaktu-waktu berubah melihat harga perusahaan atau harga dari pusat 

dan pasar setempat karna pihak pegadaian tidak ingin merugikan nasabah yang 

barang jaminannya sudah dilelang. 

Salah satu contoh ilustrasi distribusi pendapatan lelang di Pegadaian Syariah 

UPS Jampue. Seseorang Rahin memiliki uang pinjaman sebesar Rp. 550.000 dan jasa 

simpan Rp. 10.000 sampai masa jatuh tempo habis, Rahin tetap tidak dapat melunasi 

pinjamannya. Maka oleh pegadaian barang jaminannya dengan hasil lelang sebagai 

berikut: 
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Nilai jual lelang :                        Rp. 650.000  

 Biaya-biaya lelang:  

- Bea lelang pembeli (1% x NJL)   Rp. 6.500 

- Bea lelang penjual (1% x NJL)    Rp. 6.500 

Pendapatan Lelang                         
          

          
                                                                    

 Distribusi Pendapatan Lelang :  

Pendapatan Lelang             Rp. 663.000  

SM                                                    Rp. 10.000 

Bea lelang                                         Rp. 13.000 + 

Uang Kelebihan Hasil penjualan          
          

          
        

 

Pendapatan Lelang didistribusikan untuk uang pinjaman sebesar Rp. 550.000, jasa 

simpan Rp.10.000 dan bea lelang sebesar Rp.13.000 Dan kelebihannya sebesar Rp. 

77.000  menjadi hak milik rahin. 

Konsep harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual atau 

khususnya pegadaian syariah sendiri yang tentunya menggunakan limit yang berupa 

nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang  (NML). Tujuannya untuk 

mencegah trik-trik kotor berupa komplotan lelang dan komplotan penawaran yaitu 

dimana sekelompok pembeli dalam lelang bersekongkol untuk menawar harga 

dengan rendah dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri oleh mereka. 
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Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber berikut dengan pertanyaan Bagaimana 

mekanisme penetapan harga barang lelang gadai  yang dilakukan ole PT. Pegadaian 

Syariah. Kak Hera Sahara selaku kasir PT. Pegadaian Syariah Jampue menyatakan 

bahwa: 

Harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan 

penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan 

unsur kerelaan . pihak pegadaian sendiri menyesuaikan harga pasar setemat 

dan harga pusat dengan menggunakan harga yang adil tanpa menimbulkan 

adanya penindasan di salah satu pihak baik itu nasabah maupun pegadaian 

syariah sehingga tidak merugikan keduanya. Adapun konsep harga lelang 

barang jaminan di pegadaian syariah cabang UPS  jampue sebagai berikut: 

1. Pihak pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga dasar emas atau 

barang jaminan yang berlaku dipasar setempat pada saat lelang 

dilaksanakan. 

2. Pihak pegadaian mengupayakan harga yang tertitnngi dalam setiap 

penjualan lelang dengan maksud untuk melindungi nasabah dari 

kerugian karena barangnya yang telah dilelang. 

3. Pada saat berlansungnya lelang dan dari hasil penjualan lelang hanya 

mengambil uang pinjaman mu‟nah (biaya pemeliharaan), pajak lelang 

(2% dari uang pinjaman).
60

 

Wawancara diatas menjelaskan bahwa konsep harga lelang barang jaminan itu 

telah sesuai dengan ekonomi islam karena pihak pegadaian sebelum melakukan 

lelang dengan terlebih dahulu melihat dan menyesuaikan pada harga pasar setempat 

dan harga pusat  dimana pihak pegadaian tetap mengupayakan harga tertinggi agar 

pihak nasabah tidak mengalami kerugian pada saat berlansungnya lelang. Maka 

penentu harga yang dilakukan juru lelang atau dalam hal ini pengelola UPS Jampue 

sekaligus penaksir atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang 

lelang sebagai salah satu syarat pelelangan baik berupa harga naik maupun harga 

turun. 
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B. Mekanisme pelelangan jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang 

UPS Jampue Kabupaten Pinrang 

Banyak dari masyarakat setempat yang belum paham tentang sistem kerja 

yang ada pada Pegadaian Syariah terlebih pada mekanisme atau bentuk pelayanan 

yang dilakukan oleh pegadaian syariah. maka dari hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan pertanyaan Bagaimana sistem kerja di PT. Pegadaian syariah cabang 

UPS Jampue Kabupaten pinrang. Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku 

Kepala Pengelola UPS, mengatakan bahwa: 

Pegadaian Syariah UPS Jampue tetap menggunakan sistem yang diterapkan 

secara umum dari pegadaian syariah dimana Pegadaian 

syariah menggunakan prinsip syariah yang bernama Rahn. Prinsip Rahn ini 

menjadikan barang-barang berharga yang kita miliki menjadi punya nilai 

yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang-piutang.
61

 

 

Untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan bagan dibawah ini tentang skema 

pelayanan pinjaman:  

  

 

 

 

                          

 

 

 

 

4.1 Gambar Skema Pelayanan Pinjaman                       
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Nasabah Penaksiran 

Formulir Permintaan 

Pinjaman (FPP) 

Barang Gadai (Marhun) 

FPP 

Marhun 

SBR 

Uang  (Rp) Kasir 

Surat Bukti Rahn 

(SBR) 
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Prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari pegadaian syariah sangatlah 

mudah yakni nasabah datang langsung ke murtahin (pegadaian syariah) dan 

menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti 

diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri. 

Nasabah akan mendapatkan Formulir Permintaan Pinjaman. 

Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan 

harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat murtahin, ditetapkan besarnya uang 

pinjaman yang dapat diterima oleh rahin. Besarnya nilai uang pinjaman yang 

diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Hal ini 

ditempuh guna mencegah munculnya kerugian. Selanjutnya murtahin menyerahkan 

uang pinjaman tanpa ada potongan apapun disertai Surat Bukti Rahn (SBR). 

Prosedur untuk pelunasan uang pinjaman dimulai dengan nasabah 

membayarkan uang pinjaman kepada murtahin disertai dengan Surat Bukti Rahn 

kepada kasir. Kemudian pihak kasir menyerahkan Surat Bukti Rahn (SBR) kepada 

bagian pemegang gudang untuk mengeluarkan barang gadai (marhun). Barang gadai 

dikembalikan oleh murtahin kepada rahin. 

Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara rahin membayar pokok pinjaman 

dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan akad yang 

telah disepakati sebesar jumlah yang tertera dalam akad. Pada dasarnya nasabah 

dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Jangka waktu 

peminjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari. Apabila 

sampai waktu yang telah ditentukan, rahin belum juga melunasi hutangnya, maka 

rahin dapat memperpanjang waktu peminjaman dengan membuat akad kembali, 
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yaitu dengan cara Ulang Rahn (UR), Minta Tambahan (MT) , Angsuran (A) atau 

Pelunasan Sebagian (PS).
62

  

Untuk lebih jelasnya mengenai pelayanan pelunasan dapat dilihat skema 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Gambar Skema Pelunasan Pinjaman 
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Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat dilakukan melalui akad 

rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian Syariah 

menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat 

yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi 

nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses 

kegiatannya dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian Syariah mengenakan biaya sewa 

kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.  

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan marhun yang dijadikan 

jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Disamping itu proses transaksi pinjam 

meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat 

tulis kantor, perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta rahin dijaminkan pada 

perusahaan asuransi. Sejalan dengan wawancara nasabah berikut ini dengan 

pertanyaan Bagaimana pandangan nasabah terhadap pelelangan barang gadai di 

Pegadaian Syariah UPS Jampue. Ibu Rasmawati mengatakan: 

Saya sendiri tidak mempermasalahkan itu selama pihak pegadaian syariah 

melakukan pelelangan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh 

Pegadaian dan tidak merugikan nasabah. karena sangat membantu juga 

dengan adanya kantor Pegadaian Syariah khusunya daerah Jampue dan 

sekitarnya jika sewaktu-waktu kami tidak mampu atau menebus barang 

gadaian kami.
63

 

Menurut Ibu Rasmawati dia merasa terbantu dengan adanya pelelangan 

barang gadaian di kantor PT. Pegadaian Syariah Jampue bila sewaktu- waktu ia tidak 

dapat menebus atau melunasi barang gadaiannya. Karna barang gadaian di dipegang 

oleh penerima gadai (murtahin) hanya sebagai jaminan atas utang yang dimiliki oleh 

pemilik barang. Setelah jatuh tempo atau pemilik barang  (rahin) sudah mampu untuk 
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menebus barangnya kembali, maka penerima gadai (murtahin) wajib untuk 

mengembalikan barang gadai tersebut kepada pemiliknya. Namun jika dalam kondisi 

pemilik barang gadai (rahin)  tidak mampu untuk menebus barang gadai dan 

melunasi utangnya, maka penerima gadai (murtahin) berhak untuk menjual barang 

gadai dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada pemilik barang gadai.  

Sebelum ke tahap mekanisme atau prosedur lelang kita perlu mengetahui 

kapan pegadaian melakukan pelelangan. dari hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan pertanyaan Kapan pegadaian melakukan pelelangan barang jaminan 

gadai terhadap barang yang digadaikan nasabah di kantor PT. Pegadaian Syariah UPS 

Jampue. Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku Kepala Pengelola UPS, 

mengatakan bahwa: 

Lelang pada PT. Pegadaian Syariah UPS Jampue. yakni dilakukannya 

penjualan barang jaminan kepada masyarakat umum apabila nasabah 

tidak dapat menebus benda yang digadaikan sampai pada batas waktu 

yang ditentukan. Lelang akan dilakukan setelah melewati batas jatuh 

tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit.
64

 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Jika nasabah sudah tidak 

mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syarian 

melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan 

dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang 

menjadi hak nasabah. 

Keberadaan pegadaian syariah unit di kecamatan Lanrisang dengan skema 

pelayanan cepat terbukti dapat menjawab kebutuhan para nasabahnya begitupun 

dengan prosedur lelang. Dimana pelayanan tersebut mampu menjangkau nasabah 

dalam skala yang besar, termasuk nasabah yang gaptek tekhnologi. Sejalan dengan 
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hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan  pertanyaan bagaimana prosedur 

lelang di kantor pegadaian syariah cabang UPS jampue. Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim 

Alimuddin selaku Pengelola UPS, mengatakan bahwa: 

Jadi nasabah atau masyarakat setempat yang telah mengetahui info tentang 

adanya pelelangan cukup mendatangi kantor pegadaian syariah Jampue  

kemudian  ke  pengelola bagian lelang dan minta informasi barang apa saja 

yang akan dilelang. Biasanya yang dilelang disini hanya emas jarang untuk 

barang-barang elektronik maupun kendaraan lainnya mengingat kantor 

pegadaian syariah UPS jampue tidak terlalu luas dan transaksi nya seperti 

jual beli pada umumnya.
65

 

Meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, namun 

dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan. Hal ini diterapkan karena di satu 

sisi pegadaian syariah ingin menegakkan syariat Islam secara keseluruhan, namun di 

sisi lain pegadaian syariah juga masih harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh 

pegadaian konvensional. Pegadaian syariah masih harus menyerahkan biaya lelang 

dan pajak lelang. Praktik lelang dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan 

oleh Nabi SAW Sebagaimana salah satu hadis yang memperbolehkan lelang sebagai 

berikut: 

وَ صَارِْ مِهْ  رَجُلًْ أنَْ  مَالكِْ  ب هِْ أوَسَِْ عَهْ  ًْ  إلِىَ جَاءَْ الْ  ُْ صَل ى الى بِ ًِْ اللّ   ٍ سَل مَْ عَلَ ََ ألًَُُْ  ٍ تكَِْ فًِ لكََْ فقَاَلَْ ٌسَ  ءْ  بَ  ً  قاَلَْ شَ

وبَ سُطُْ بعَ ضًَُْ ولَ بَسُْ حِل سْ  بلَىَ ََ قدََحْ  بعَ ضًَُْ  ََ زَبُْ  ًِْ وشَ  ٍِمَا ائ تىًِِ قاَلَْ ال مَاءَْ فٍِ ٍِمَا فأَتَاَيُْ قاَلَْ بِ ٌُمَا بِ ِْ رَسُُلُْ فأَخََذَ  اللّ 

ُْ صَل ى ًِْ اللّ   ٍ سَل مَْ عَلَ ََ تزَِي مَهْ  قاَلَْ ثمُْ  بٍِدَِيِْ  ٌ هِْ ٌشَ  ٌَذَ ٌُمَا أوَاَ رَجُلْ  فقَاَلَْ  مْ  آخُذُ ٌَ ٌَمْ  عَلىَ ٌزٌَِدُْ مَهْ  قاَلَْ بدِِر  ٍْ  دِر  تَ هِْمَز   

 َْ ٌُمَا أوَاَ رَجُلْ  قاَلَْ ثلََثاً أَ ٍ هِْ آخُذُ ٌَمَ ٌُمَا بدِِر  طاَ أخََذَْ إٌِ ايُْ فأَعَ  ََ ٍ هِْ  مَ ٌَ ر  ٌُمَا الد  طَا وَ صَارِيْ  فأَعَ   الْ 

 

Artinya: 

“Dari Anas Bin Malik Ra bahwa ada seseorang laki-laki Anshar yang 

datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepda Nabi SAW. Nabi 

SAW bertanya kepadanya. ”apakah dirumahmu tidak ada sesuatu ?” 
Lelaki itu menjawab, “Ada sepotong kain, yang dikenakan yang lain untuk 

alas duduk, secangkir untuk meminum air”. Nabi SAW bertanya, “Saya 
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mau membelinya dengan harga satu dirham”. Nabi SAW Bertanya lagi, 
“Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi SAW 
menawarkan hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat 
beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham”. 
Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau 

mengambil uang dua dirham itu dan memberikan dua barang itu kepadanya 

dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki 

Anshar tersebut. (HR. Tirmizi).
66

      

    

Kegiatan atau penjualan dengan cara lelang diperbolehkan dalam Islam, 

selama  benar-benar mirip denga napa yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad. 

Dengan kata lain, syari’at Is am  engan  er agai pertim angan yang sangat  i un ung 

tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-

banyaknya dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam 

garis syari’at yang  i a alkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya 

tidak semata-mata aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu 

aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecuangan-kecurangan 

dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang. 

Mengingat bahwa nilai pinjaman didasarkan atas besarnya nilai taksiran harga 

jual barang, yang digunakan untuk mendapatkan hasil hitungan taksiran yang akurat 

dibuatlah mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan sebagai berikut: dapat 

dipahami bahwa landasan harga lelang di pegadaian syariah ada 3 yaitu Harga Pasar 

Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS). 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan Bagaimana mekanisme 

pelelangan jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue 
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Kabupaten Pinrang Pak A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku Pimpinan 

Pegadaian Syariah UPS Jampues, mengatakan bahwa:  

Pelelangan barang gadai jatuh tempo di Pegadaian Syariah UPS Jampue 

ini menggunakan sistem akad jual beli. Marhun yang tidak dapat ditebus 

oleh rahin atau telah jatuh tempo maka oleh murtahin (pihak pegadaian) 

akan dijual. Penjualan marhun tersebut dimaksudkan untuk upaya 

pengembalian uang pinjaman dan jasa simpan yang tidak dapat dilunasi 

sampai waktu yang telah ditentukan.
67

 

Proses pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut:  

a) Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang 

barangnya akan dilelang.  

b)  Ditetapkan harga oleh Pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2 % 

untuk pembeli dengan taksiran dan  landasan penetapan harga ada 3 yaitu 

Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar 

Setempat (HPS). 

c) Lelang dilaksanakan secara terbuka dan memajang Emas di Etalase Lelang. 

d)  Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1 % dari harga jual, 

biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan ke nasabah.  

e)  Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada 

baitul maal yang terakreditasi. Apabila barang yang digadaikan tidak laku 

dilelang maka barang tersebut akan dilelang pada periode berikutnya atau bisa 

dibeli oleh pegadain sendiri dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum 

Pegadaian. 

Namun biasanya sebelum batas waktu habis, murtahin memberikan 

pemberitahuan kepada rahin dan pemberitahuan ini paling lambat dilakukan 5 hari 
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sebelum tanggal penjualan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 

Nasabah dengan pertanyaan. Apakah rahin tidak kebaratan jika barang jaminan anda 

dilelang, ibu jumarni mengatakan bahwa: 

 Saya tidak keberatan dan tidak masalah jika peadaian melelang barang 

saya nantinya dilelang apabila saya sudah tidak sanggup menebus nya. 

Saya memasrahkan barang saya dilelang karna saya betul-betul tidak 

mampu melunasinya karna dari awal kesepakatan antara saya dan kantor 

jika terjad kemacetan pembayaran makan akan dilakukan pelelangan dan 

akan tetap memberikan atau mengembalikan uang kelebihan dari 

penjualan lelang.
68

 

Pernyataan dari Ibu jumarni sendiri bahwa jika ia sudah tidak mampu 

memenuhi prosedur yang berlaku maka iya tidak keberatan jika barangnya dilelang. 

Karena Marhūn yang diserahkan oleh rāhin ditahan atau berada dalam penguasaan 

murtahin sampai semua utang rāhin dilunasi. Namun, biaya penyimpanan dan 

pemeliharaannya menjadi kewajiban rāhin. Sejalan dengan hasil wawancara dengan 

nasabah berikut ini dengan pertanyaan Apakah Pihak Pegadaian Syariah 

menghubungi rahiin sebelum melelang barang jaminannya. 

Jadi pegadaian sendiri tentunya pasti menghubungi kami jika memang 

masa pembayaran kami sudah telat apabila kami sudah tidak dapat 

menebusnya, baik melalui telefon ataupun via Sms.
69

  

Wawancara diatas menyatakan bahwa Pihak pegadaian menghubungi nasabah 

yang telah jatuh tempo paling lambat 5 hari setelah jatuh tempo untuk memastikan 

apakah barangnya siap ditebus atau mau dilelang baik melalui telefon atau via sms. 

pihak pegadaian sendiri dalam perjanjian rahn (barang gadai) yang digadaikan itu 
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mengalami kerusakan atau penurunan harga barang, maka pihak pegadaian akan 

mengganti sepenuhnya barang tersebut dengan kerusakan barang tersebut disbabkan 

oleh pihak pegadaian. Jaminan gadai dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Lembaga 

pegadaian. Mengenai hal ini pihak pegadaian dalam prakteknya melakukan tanggung 

jawab, atas kebijakan perusahaan. Pihak pegadaian sepenuhnya bertanggung jawab 

terhadap kerugian tersebut untuk menciptakan hubungan yang baik antara nasabah 

dengan pihak pegadaian, yang mana sewaktu-waktu nasabah membutuhkan dana lagi 

maka nasabah tersebut bisa dapat Kembali untuk menjalin kerja sama dengan pihak 

perum pegadaian.  

 Berdasarkan rukun dan syarat tersebut, maka pada proses pelaksanaan lelang 

telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

jual beli yang dilakukan dalam praktik lelang barang jaminan pada pegadaian syariah 

cabang UPS Jampue adalah sah. Para pihak baik penjual maupun pembeli sama sama 

ridha dengan harga yang ditetapkan dan melalui tawar menawar juga serta penjual 

dapat membandingkan harga di pasar yaitu melalui penawaran toko satu dengan yang 

lainnya (catatan tidak dalam masa khiyar). Bahkan tidak ada unsur penipuan ataupun 

gharar dalam menetapkan harga karena sudah diukur terlebih dahulu dengan adanya 

proses pembakaran emas. Adapun perihal penjualan barang gadai setelah jatuh tempo 

pun dapat dikatakan sah.  

 Sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai 

kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak 

sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai 

dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada 

orang yang adil dan terpercaya, dalam hal ini pihak pegadaian syariah. Jual beli 
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dengan cara lelang merupakan upaya pihak pegadaian untuk menutupi kerugian uang 

pinjaman nasabah yang tidak di bayar cicilan perbulan. Sebelum lelang di laksanakan 

pihak pegadaian terlebih dahulu telah memberitahukan kepada nasabah yang 

bersangkutan melalui telepon maupun surat, apabila nasabah tidak menanggapi 

pemberitahuan itu maka pihak pegadaian akan melakukan lelang. Dalam proses 

pelaksanaan lelang terlebih dahulu barang yang akan di lelang dipisahkan dan di 

taksir ulang serta di tentukan limit lelang.  

C. Analisis Manajemen Keuangan Syariah PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS 

Jampue Kabupaten Pinrang 

Manajemen Keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang 

membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaiamana seorang manajer 

keuangan dengan menggunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, 

mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan memlu memberikan profit atau 

kemakmuran bagi para pemegang saham yang berkelanjutan usaha bagi perusahaan.
70

 

Berdasarkan prinsip Manajemen Keuangan Syariah yang diajarkan Al-Qur’an 

adalah sebagai berikut: 

1. Setiap pedagang harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sma suka 

diantara 2 belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau di 

dzalimi. 

2. Penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang 

dan pembagian keuntungan. 

3. Kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal. 
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4. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang 

diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba 

dan pornografi. 

5. Prinsip larangan riba, serta oerdagangan harus terhindar dari praktik gharar, 

tadlis, dan maysir. 

6. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah dan mengingat Allah. 

7. Halal.
71

 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan Apakah prosedur 

lelang telah sesuai dengan Analisis manajemen keuangan syariah. Pak A. Muh. 

Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku Pengelola UPS, mengatakan bahwa: 

Dalam penentuan harga dalam proses baik dalam takaran,timbangan, dan 

pembagian keuntungan lelang barang gadai dipegadaian syariah harganya 

harus menuju pada keadilan yang tidak menimbulkan penindasan kepada 

pihak nasabah yang dimana pelayanan kita terhadap nasabah harus adil 

dan jujur  sesuai dengan prinsip manajemen keuangan syariah itu sendiri 

karena pada dasarnya pengelolaan  ini untuk memeproleh hasil optimal 

yang bermuara pada keridaan Allah SWT. Prinsip tersebut mengikat secara 

yuridis tertuang dalam beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan praktis yang harus 

dipedomani.
72

 

 

Wawancara diatas dapat kita katakan bahwa, proses pelayanan di kantor 

Pegadaian Syariah UPS Jampue penerapan dan penetapan harga lelang barang gadai 

sudah menggunakan prinsip syariah seperti keadilan karena dalam melayani mereka 

harus adil terhadap nasabah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan 

apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual 

paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Jika dilihat dari praktiknya dalam hal 

ini Pegadaian Syariah UPS Jampue telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan 

sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002. 
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Seperti yang terdapat dalam QS. Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:    

 َمِيْزَان
ْ
سِرُوا ال خْ

ُ
ا ت

َ
قِسْطِ وَل

ْ
وَزْنَ بِال

ْ
قِيْمُوا ال

َ
 وَا

 

Terjemahnya: 

 Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi 

timbangan itu.
73

 

Ayat Al-Qur’an  i atas  apat  ipa ami  a wa  a am me aksanakan sesuatu 

atau menakar sesuatu harus dengan prinsip adil, Begitu pula dalam Pelelangan benda 

jaminan gadai (marhun) di Pegadaian Syariah pada umumnya juga menerapkan 

sistem penjualan. Selain itu pula pelelangan merupakan suatu transaksi yang harus 

dipersaksikan antara para pihak baik dari penjual dan pembeli agar transaksi yang 

akan dilakukan tersebut dapat dilakukan secara adil diantara kedua belah pihak dan 

tidak ada yang merasa dirugikan. 

Manajemen keuangan syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh 

hasil optimal yang bermuara pada keridhaan Allah Swt. maka dari itu,  segala langkah 

yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-

aturan Allah Swt. Karena islam mengajarkan kita untuk mengelola keuangan dengan 

baik, maka hal ini sebagaimana diperintahkan bahwa harta dalam islam merupakan 

alat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi dan juga bisa memberikan 

faedah yang berlimpah bagi manusia. Sejalan dengan hasil pertanyaan yang dilakukan 

peneliti dengan pertanyaan Apakah mekanisme pegadaian syariah cabang UPS 
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jampue telah sesuai dengan prinsip manajemen keuangan syariah Pak A. Muh. 

Nisyah Ibrahim Alimuddin selaku Pengelola UPS, mengatakan bahwa: 

Mekanisme yang dipakai dalam pegadaian syariah sendiri itu InsyaaAllah 

telah mencapai pada prinsip syariah karena dari sini dapat dilihat melalui 

transaksi dalam islam yang disebut sebagai akad rahn  dimana nasabah 

menyerahkan barang jaminannya sebagai tanggungan utang untuk 

memperoleh pinjaman kemudian pegadaian sendiri yang akan menyimpan dan 

merawat barang nasabahnya sebaik mungkin. sedangkan perolehan dana, 

aktivitasnya, serta penggunaan dananya sendiri telah sesuai dengan prinsip 

ekonomi syariah yang mengharuskan melakukan pencataan dalam aktivitas 

ekonomi khususnya dalam hal gadai.
74

 

Hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Analisis manajemen 

Keuangan Syariah  dalam Pegadaian Syariah UPS Jampue dari segi aktivitasnya 

meliputi: 

a. Aktivitas perolehan dana 

Pegadaian Syariah UPS Jampue adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh 

hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah SWT, Oleh sebab itu, segala 

Langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan 

aturn-aturan allah SWT. Aturan itu tertuang dalam Al-Qur’an  an A -hadis. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4 : 29 : 

 ْٓ ىَ ذجَِاضَجً ػَيْ ذطََ ٰٕ ْْ ْٓ اىَْ ذكَُ ٌْ٘كَُنْ تاِلْثاَطِلِ الاَِّ الكَُنْ تَ َْ ا اهَْ ْْْٓ ا لاَ ذأَكُْلُ ْْ ْٗيَ اٰهٌَُ اَ الَّصِ َ اَُِّٗ ًْفسَُكُنْ ِّۗ اىَِّ اّللهٰ ا اَ ْْْٓ ُ لاَ ذقَْرلُ َّ ٌْكُنْ ِّۗ  اضٍ هِّ

ْ٘وًا  كَاىَ تكُِنْ ضَحِ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu 

dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar 

suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
75
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Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah mengharamkan memakan harta dengan 

cara batil, Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan 

dan pencarian yang tidk terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang 

mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya, dalam hal ini 

Pegadaian Syariah UPS Jampue memberikan jalan agar mempermudah kesejahteraan 

nasabahnya dalam memberikan pelayanan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari 

pihak pegadaian sendiri. 

b. Aktivitas peroleh aktivitas 

Sistem gadai yang diterapkan dipegadaian syariah yang menjadi tolak ukur 

dalam menilai kerja unit Kantor Pegadaian Syariah Jampue dikatakan berkembang 

dengan baik di masyarakat khususnya di kecamatan lanrisang ini karena telah 

mencapai target pertumbuhan finansial atau keuangan yang  dalam menjalankan 

fungsinya sebagai Lembaga keuangan non perbankan yang menyalurkan kredit 

kepada masyarakat dengan Bunga yang tidak tinggi serta  mekanisme yang cukup 

sederhana karena prosesnya mudah dan cepat. 

c. Aktivitas penggunaan dana 

Adanya aktivitas berupa Rahn (gadai), Non-Rahn (Mikro), Investasi dan 

produk layanan lainnya yang menjadi aktivitas utama di Kantor Pegadaian Syariah 

UPS Jampue. Dalam aktivitas tersebut setiap prosesnya dilakukan pencatatan yang 

sesuai dengan prosedur agarmengurangi resiko yang bisa timbul. Hal ini sesuai 

dengan prinsip ekonomi syariah yang mengharuskan melakukan pencatatatn setiap 

melakukan aktivitas ekonomi khususnya dalam hal gadai (Rahn) dan aktivitas 

lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Bahwa Implementasi Biaya Lelang di kantor pegadaian syariah Jampue ini 

berasal dari hasil dari penjualan marhun didistribusikan untuk uang pinjaman, 

jasa simpan, dan biaya lelang. Biaya lelang ini terdiri dari 1% untuk bea lelang 

penjual, 1% untuk bea lelang pembeli. Kalaupun ada kelebihan dari hasil 

penjualan marhun maka menjadi hak milik rahin.  Serta praktik gadai yang 

diterapkan di Kantor Pegadaian Syariah telah memenuhi tiga unsur 

implementasi. 

2. Mekanisme Pelelangan Jaminan Gadai di PT. pegadaian Syariah Cabang UPS 

Jampue Kabupaten Pinrang dimana pada praktiknya menerapkan sistem 

penjualan. Marhun yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus rahin oleh pihak 

murtahin (pegadaian syariah) akan dijual. Adapun maksud dari penjualan 

marhun tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman 

beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah 

ditentukan. Pada proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih 

dahulu surve ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran 

ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehinga dapat merugikan salah 

satu ihak dan menguntungkan pihak lain.  

3. Berdasarkan analisis Manajemen Keuangan Syariah, Kantor PT. pegadaian 

Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang telah memenuhi prinsip 

manajemen keuangan syariah dalam melakukan proses pelelangan. Penegakan 
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prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang dan 

pembagian keuntungan. Sehingga dilihat pula dari segi aktivitasnya  telah 

berdasarkan aktivitas manajemen keuangan syariah. Prinsip ini berkaitan 

dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan 

antara hak dan kewajiban nasabah dan pegadaian. 

B. Saran 

1. Diharapkan pihak pegadaian lebih selektif dalam menerima barang gadai untuk 

menghidari resiko yang terjadi di kemudian hari dan tetap mempertahankan 

sistem operasional yang ada dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang 

berbasis syariat Islam. 

2. Diharapkan Ketika menetapkan harga taksiran barang lelang, benar-benar 

berdasarkan perhitungan harga pasar pusat dan harga pasar setempat sehingga 

pembeli nanti tidak merasa dirugikan. 

3. Ketika memberikan pemberitahuan ataupun peringatan kepada rahiin pada saat 

sebelum jatuh temp dan pada saat akan melaksanakan pelelangan, tidak hanya 

melakukan pemberitahuan melalui sms, surat dan telpon. Tetapi juga dilakukan 

dengan cara pendekatan persuasive atau secara kekluargaan dengan jalan 

meminta rahiin datang ke kantor atau pihak pegadaian mendatangi lansung 

rumah rahiin secara lansung untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari 

solusi dari masalah wanprestasi rahiin tersebut. 
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PEGADAIAN SYARIAH CABANG UPS JAMPUE 

KABUPATEN PINRANG (ANALISIS MANAJEMEN 

KEUANGAN SYARIAH) 

PEDOMAN WAWANCARA 

 Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan 

mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang Implementasi Biaya Lelang di 

PT. Pegadaian syariah cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen 

Keuangan Syariah). Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan 

sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. 

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut : 

 



 

V 

 

1. Bagaimana Implementasi Biaya Lelang di kantor PT. Pegadaian Syariah 

Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang? 

a. Apakah sudah ada program atau kebijakan tersendiri yang diterapkan di 

kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang? 

b. Siapa saja yang menjadi target nasabah di kantor Pegadaian Syariah Cabang 

UPS Jampue Kabupaten Pinrang? 

c. Siapa yang menjadi pelaksana atau pihak yang bertanggung jawab di kantor 

Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang? 

d. Berapa Biaya golongan marhun yang ditetapkan oleh pegadaian  UPS 

Jampue sebelum melakukan pelelangan? 

e. Apakah Implementasi biaya Lelang itu ada dan diterapkan di kantor PT. 

Pegadaian Syariah UPS Jampue? 

f. Bagaimana mekanisme penetapan harga barang lelang gadai  yang 

dilakukan ole PT. Pegadaian Syariah? 

2. Bagaimana mekanisme pelelangan jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah 

Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang ? 

a. Bagaimana sistem kerja di PT. Pegadaian syariah cabang UPS Jampue ? 

b. Kapan pegadaian melakukan pelelangan barang jaminan gadai terhadap 

barang yang digadaikan nasabah di kantor PT. Pegadaian Syariah UPS 

Jampue ? 

c. Bagaimana prosedur lelang di kantor pegadaian syariah cabang UPS 

jampue? 

d. Bagaimana mekanisme pelelangan jaminan gadai pada PT. Pegadaian 

Syariah Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang? 



 

VI 

 

3. Bagaimana analisis manajemen keuangan syariah PT. Pegadaian Syariah 

Cabang UPS Jampue Kabupaten Pinrang? 

a. Apakah prosedur lelang telah sesuai dengan Analisis manajemen 

keuangan syariah? 

b. Apakah mekanisme pegadaian syariah cabang UPS jampue telah sesuai 

dengan prinsip manajemen keuangan syariah?  

4. Wawancara Untuk Nasabah Pegadaian UPS Jampue: 

1. Apakah program atau kebijakan yang dilakukan oleh kantor Pegadaian syariah 

Cabang UPS Jampue telah sesuai dengan pelayanan yang diterapkan dengan 

nasabah? 

2. Apakah Kantor Pegadaian Syariah Cabang UPS Jampue sebelumnya pernah 

melakukan sosialisasi mengenai target atau pemasaran nya? 

3. Bagaimana penilaian anda mengenai  pelayanan dan tanggung jawab pada 

pegadaian syariah Cabang UPS Jampue? 

4. Bagaimanan pandangan nasabah terhadap pelelangan barang gadai di 

pegadaian syariah UPS Jampue?  

5. Apakah rahiin tidak kebaratan jika barang jaminan anda dilelang?  

6. Apakah pihak pegadaian syariah menghubungi rahiin sebelum melelang 

barang jaminan anda? 

7. Apakah pihak pegadaian melakukan transparansi biaya  lelang  sebelum 

barang nasabah dilelang? 
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Setelah mencermati instrumen dalam penelitian proposal skripsi mahasiswa 

sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi 

kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan. 

     Parepare, 05 Agustus 2022 

 

Mengetahui, 

Pembimbing Utama                                                 Pembimbing Pendamping 

 

 

(Dr. Damirah, S.E., M.M.)    (Abdul Hamid, S.E., M.M.) 

NIP. 19760604 200604 2 001    NIP. 19720929 200801 1 012 



 

VIII 

 

 



 

IX 

 

 



 

X 

 

 



 

XI 

 

 



 

XII 

 

 



 

XIII 

 

1. Struktur organisasi UPS Pegadaian Syariah Jampue 

 

Pimpinan UPS Pegadaian Syariah 

Jampue 

A.Muh.Nisyah Ibrahim Alimuddin 

 

 

 

 

  

           

  

 

 

 

 

(Hasil wawancara dengan kepala kantor UPS Pegadaian Syariah Jampue, September 2022) 

 

Keterangan: 

a. Pimpinan UPS Pegadaian Syariah Jampue 

A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin Sebagai Pimpinan pelaksanaan teknis dari 

perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara 

organisatoris Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah 

bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya Pimpinan 

Wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. 

Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan Unit Layanan Gadai 

Penaksir 

A.Muh.Nisyah Ibrahim Alimuddin 

Kasir 

Hera Sahara 

Security 

Amar Rusdi 

Nasruddin 

Irfan 

Supriadi 

Cleaning Service 

Sakkir 
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Syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan Pimpinan 

Wilayah dengan dibantu oleh Jendral Manajer Usaha Lain dan Manajer Unit 

layanan Gadai Syariah Pusat. Dalam melaksanakan funsi tersebut di atas 

Manjer Kantor Cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang 

menggunakan prinsip atau akad rahn (gadai syariah), ijaroh (sewa tempat) 

untuk penyimpanan barang jaminan (agunan). 

b.  Penaksir  

A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin, yang dimana jabatannya pimpinan 

merangkap sekaligus penaksir dan kepala gudang yang bertugas menaksir 

barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan 

uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan . 

c. Kasir  

Hera Sahara, yang bertugas melakukan tugas penerimaan,penyimpanan dan 

pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan operasional Kantor UPS Pegadaian Syariah Jampue. 

d. Security 

Amar Rusdi,Nasruddin,Irfan dan Supriadi yang bertugas menjaga keamanan 

Kantor UPS Pegadaian Syariah Jampue dan seluruh isi kantor baik siang atau 

malam serta ikut membantu mengarahkan masyarakat yang ingin mengisi 

formulir gadai. 

e. Cleaning Service 

Sakkir, yang bertugas membersihkan kantor serta memelihara seluruh fasilitas 

dalam kantor sehingga orang di dalam dapat selalu bekerja dengan optimal. 
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2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah 

a. Visi pegadaian syariah  

 Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu 

menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik 

untuk masyarakat menengah kebawah. 

b. Misi pegadaian syariah  

2) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu 

memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

3) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan 

kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan 

diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat  

4) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka 

optimalisasi sumber daya perusahaan.
76

 

 

 

 

                                                           
76

 Pegadaian Syariah, Misi dan Visi Pegadaian Syariah, diakses di   

https://pegadaiansyariah.co.id/web/faq, pada 26 September 2022. 

https://pegadaiansyariah.co.id/web/faq


 

XVI 

 

 



 

XVII 

 

 



 

XVIII 

 

 



 

XIX 

 

 



 

XX 

 

 



 

XXI 

 

 



 

XXII 

 

 
 
Keterangan Wawancara dengan Pengelola Pegadaian Syariah UPS Jampue 
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Keterangan Wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah UPS Jampue Kabupaten 
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Keterangan Wawancara dengan Ibu Rahmah Hamzah Nasabah Pegadaian Syariah 
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